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Pendapat Akhir 

Fraksi PPP DPRD Provinsi Sumatera Barat 

Terhadap 4 (gffi.12at) Ranperda T ~ntam.g: 

(l)Pengelolaan Somber Daya Air 

(2) Perlindungan Perempuan Dan Anak 

(3) Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain 

( 4) Perubahan Kedua Atas Peratura,i Daerab Provinsi 
i 

Sumatera Barat Nomor 4 Tahun l0\1 Tentang Pajak 
I 

Daerah · i 

Disampaikan pada Rapat Paripuma D~RD 
! 

Provinsi Sumatera Barat tanggal 20 Nov her 2013 

Puji syukur marilah sama-sama kita aturkan kehadirat Allah 

SWT, karena · berkat ridha dan karunia-Nya kita diberi nikmat 

kesehatan dan kekuatan untuk dapat 1nenghadiri Rapat Paripurna hari 

ini, dengan agenda Penyampaian Pendapat Alkhir Fraksi-fraksi 

Terhadap 4(Empat) Ranperda tersebut diatas. 

Selapjutnya salawat beriring do'a keselamitan tidak lupa pula 

kita kirimkan bagijunjungan kita Nabi besar MJammad SAW, yang 

telah mengangkat derajat manusia menjadi insan lkamil dimuka bu1ni 

ini, dan iehadiran beliau sebagai pembawa raijmat untuk sekalian 
' 



Yth.Sdr. Gubemur Sumatera Barat 

Sdr. Pilnpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi 

Sumatera Barat 

Sdr. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah 

Provinsi Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi 

Su1natera Barat dan Ketua Pengadilan T!nggi Agama 

S umatera Barat 

Sdr. Ketua BPK RI Perwakilan Sumatera Ba~t 

Sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Para A~isten, Kepala Dinas, 
I 

JBadan, Kantor, Biro, Lembaga Provinsi Sumatera Barat, 
:! 

Wartawan dan Hadirin yang berbahagia 

Terlebih dahulu ka1ni dari Fraksi PPP mengucapkan terimakasih 

kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada 

Fraksi PPP untuk menyan1paikan Pendapa~: Akhir Fraksi Terhadap 

4(Ernpat) Ranperda diatas. 

Sdr. Gu~ernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati, 

Fraksi PPP mengucapkan terima kasih kepada Pansus masing­

mas ing Ranperda dan semua pihak yang telan ikut terlibat dala1n 

pembahasan keempat Ranperda yang kita bic~rakan pada hari in~ 

Menurut, hemat kami, keempat R.anperda in~ merupakan payting 

hukum y~ng sangat strategis dalam rangka menata dan mengatur hal-
' 

hal yang berkaitan dengari kepentingan dan kebutuhan masycirakat 

S umatera Barat. Dari teknik legal drafting, kee1npat Ranperda ini juga 

didukung dengan kajian akademis yang sangat konfrehensif, serta 

mengandung aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. 
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Adanya naskah akademik tampaknya telah membantu Pansus 

dalam membahas dan mendalami setiap persoplan dengan cermat. 

Begitu juga studibanding dan rapat dengar
1

! pendapat bersama 

masyarakat dan stake holder patut diberi apresiasi karena kee1npat 

Ranperda ini menurut t~~~kami juga sudah h1yak untuk dtjadikan 

sebagai hukum positif yang han1s dipatuhi oleh setiap orang di 

Sumatera Barat. Kami yakin bahwa seluruh sumbar.gsih yang telah 

diberikan untuk 1nelengkapi keempat Ranperda ini merupakan hal 

yang sangat positif sebagai wujud nyata komitmen kita untuk 

meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Sumatera Barat. 

Semoga semuanya itu dinilai sebagai ibadah d~ mendapat balasan 

yang setimpal dari Allah Swt. Amiin 

Saudara, flm~PRD, Gubemur dan hadirin yrng berbahagla 

Ka~i · J' bahwa keempat Ranperd~ ini nantinya akan 
i i 

memberikan nilai pendidikan yang bersif~t promotif, untuk 

1newuj udkan 1nasyarakat sadar hukum dan diharapkan bisa 

mendorong semakin tertibnya kehidupan rakyat dan se1nakin 
,b~t'· 

dekatnya kita · dengan pencapaian pelayana.n prima t@raiadftj3-

kesej ahteraan kehidupan masyarakat Sumatera Barat. 

Untuk lebih jelasnya Pendapat Akh1r Fraksi PPP, perkenankan 

kami menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan masing-masing 

Ranperda tersebut. 

1. Ranp~rda Pengelolaan Somber Daya Air 

Seb:agaimana kita ketahui bahwa Sumatera Barat tercinta ini 

diberi berkah dan anugrah yang luar biasa oleh Allah SWT yaitu, 

Sumber Daya Air yang melimpah ruah yang maqa hakekatnya adalah 

sebagai sµmber kehidupan. 
I 
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Smnber daya air yang kita miliki, berasal dari laut yang 

terbentang dari Air bangis di Pasan1an sampai · ke Tapan di Pesisir 

Selatan. Begitu juga kita memiliki 5 danau, 254 sungai, waduk, telaga 

dan lain-lainnya. 

Air adalah salah satu kebutuhan dasar untuk kehidupan yang 

ada di pennukaan bmni. Dan Sebagai maktjluk yang mendapat 

amanah untuk mengelola kehidupan (dunia) kita berkewajiban 
'1 

mengelolanya dengan baik. Pengelolaan tentu ! dimaksudkan untuk 

kelestari~n, keseimbangan, keterpaduan dan lkeserasian sehingga 
I i 

berfungsi'i sosial dan ekonomi dengan tetap berwawasan lingkungan 
I ' 

hidup. Dengan demikian7pola pengelolaan sumber daya air yang kita 

atur dalam Ranperda ini telah memberikan gatnbaran yang jelas 

tentang strategi pe1nanfaatan nya, adanya koordinasi lintas instansi 

sehingga dapat dijadikan pedo1nan dalam pengaturan kewenangan 

antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota. 

Pengelolaan sumber daya air yang terdapat dalam Ranperda ini 

akan membantu semua pihak terkait dalam menyusun perencanaan, 

pemanfa~tan dan pengawasan terhadap kegiatatj .. kegiatan eksploitasi 
I I 
I 

air, bai~ untuk. kepentingan masing .. masing ianggota masyarakat 

1naupun iantar kelompok masyarakat dengan • masyarakat lainnya. 

Dengan demikian7 potensi Sumber daya air yang! melimpah ruah akan 

dapat dilestarikan dan dimanfaatkan secara ef~ktif dan efisien. Ini 
' 

kami kernukakan karena secara empiris kami 1 liat adanya ketidak 

seimban~an · dalam pemanfaatannya. ~~ i~danya konflik 
' I 

kepentingan ditengah-tengah masyarakat. 14.ami yakin bahwa 

Ranperda ini nantinya akan dapat memelihara iketersediaan air dan 

dapat 1nenjaga kualitasnya. 
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Lebih jauh lagi
1 
kami mengharapkan kiran~a Ranperda ini dapat 

meminimalkan terjadinya kekurangan air ak:ibat alih fungsi lahan, 
I 

kerusakan daerah tangkapan air dan konflik pe~dayagunaan sumber 

daya air seperti yang terjadi sekarang ini, ~aitu adanya konflik 
I 

pemakaian air irigasi antara petani padi dengan petani ikan; konflik 

antara petani ikan jala dengan pihak PLT A; konflik pemakaian air 

oleh PDAM dengan para petani padi sawah dan lain-lainnya. 

Kami juga mengharapkan agar pemberlakuan Ranperda m1 

nantinya dapat memelihara ketersediaan air permukaan dan air bawah 

tanah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang 

berasal dari pajak air permukaan dan pajak air bawah tanah sehingga 

pada gilirannya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

S umatera Barat. 
' I 

Setf lah memperhatikan pembahasan Ran~erda ini dan materi-
1 • ' 

materi ! yang termuat didalamnya de~gan mengucapkan 

Bis1nillafy.irahmanirrahim Frak:si PPP dapat tnenerima Ranperda 

Sumber daya Air ini, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. 

Sdr. Guli>ernur,' Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati, 

Perkenan kan pula kami memberikan Pendapat Akhir terhadap 

2. Ranperda Perlindungan Perempuan Dan Anak 

Sebagai daerah yang terkenal dengan falsafah Adat basandi 

syarak, syarak basandi kitabullah, maka lahimya Ranperda 

perlindurigan perempuan dan anak harus disambut baik dan didukung 

oleh sernua pihak. Adat minang )'&Hg menempatkan perempuan 

sebagai limpapeh rumah nan gadang. Kemudian ajaran islam yang 

menyebutkan bahwa Sorga. dibawah telapak k~ki ibu serta Wanita 
I 
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adalah tiang Negara, harus kita jadikan s~bagai isyarat bahwa kaum 

perempuan n1endapat te1npat yang luhur dala1n kehidupan yang 

berprike1nanusiaan dan beradab. Oleh karena f:trah perempuan 

dipandang sebagai insan yang lemah dalam hal-hal tertentu, maka kita 

berkewajiban untuk melindungi dan menjaga ihak-hak peren1puan 

baik secara fisikologis maupun fisiologis. Begi~ juga1anak sebagai 

keturunan yang lahir dari rahim pere1npua~ tentu harus juga 
I 

dipandang sebagai insan yang inheren dan tidak I bisa dipisahkan deri 

ibunya sebagai kaum perempuan. Dalam kont~ks tersebut>lahimya 
I 

Ranperda tentang perlindungan perempuan dan ~ak harus menjamin 

dan memberikan kepastian hukum bagi mereka agar dapat hidup sehat 

dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan • harkat dan martabat 

man us ia. Kita berkewaj iban me1nberikan perlindungan terhadap 

mereka dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi, baik berupa 

perlindungan preventif, represif maupun postremedial (pendampingan 

dan pengobatan). Begitu juga perlindungan anak :harus dapat menjaga 

hak-hak nya · untuk dapat hidup, tumouh; berkembang dan 

berpartisipasi secara optilnal sesuai dengan potensi yang dimilikinya 

dan terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. 

Memperhatikan materi yang telah termuat dalam Ranperda 

ten tang perlindungan perempuan dan anak ini,: tampak nya hal-hal 

yang karni kemukakan tersebut secara mend~ar telah dijabarkan 

lebih m~ndetail. Begitu juga pengaturan tan~gung jawab antara 

Pemerin~h Daerah, masyarakat, orang tua d+atau keluarga juga 

telah dig~riskan secara jelas sehingga bentuk-~entuk perlindungan 

yang harus diberikan kepada perempuan dan anak tampaknya telah 

1ne111enuhi unsur-unsur yang dibutuhkan. 
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Dengan demikian .., kami mengharapkan I agar Ranperda ini 

nantinya 'bisa menghapuskan dan mengurangi eksploitasi terhadap 

perempuan seperti eksploi1asi seksual, traffickipg, kerja paksa dan 

sebagainya. Dalam kaitan itu ? kami mengh~mbau agar modus 

trafficking yang berkedok pengiriman TKW keluar negeri hendak nya 

dapat dicegah. Begitu juga perlindungan tehadap anak harus semakin 

ditingkatkan agar mereka tumbuh menjadi generasi penerus bhngsa 

yang bermartabat dan berkemainpuan sejajar dengan bangsa-bangsa 

lain. 

Kami mendorong agar perlindungan terhadap perempuan dan 

anak juga dilakukan secara serius dan membatkan peran aktif 

keluarga, ninik mamak, bundo kanduang, pemuka adat, pemuka 
I 

aga1na dan berbagai lembaga swadaya masya$kat yang telah ada 

selama ini. Ranperda ini juga diharapkan bisa mendorong 
i 

peningkatan kualitas Sumber daya perempuani dan anak, member 

ruang bagi mereka untuk menyampaikan petjdapat dan gagasan .. 
I 

gagasan yang cerdas dalam setiap proses petjgambilan keputusan 
; 

yang berkaitan dengan eksistensi 1nereka. Kita ban.is mendorong 
I 

terciptanya Kabupaten/Kota, Kecamatan dan )Nagari layak anak. 
, I 

Dalam kaitan itu kami mendorong agar kita selalµ meningkatkan dana 

pada setiap APBD untuk membiayai Program dan kegiatan yang 

berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak. 
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Setelah memperhatikan pe1nbahasan Ranperda ini dan hal-hal 

yang tennuat didalamnya, maka dengan 1nengucapkan 

Bismillahirrah1nanirrahim Fraksi PPP dapat menerima Ranperda 

Perlindungan Perempuan dan Anak untuk • ditetapkan menjadi 

Peraturan Daerah. 

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang l
1
kami Hormati, 

f 

Selanjutnya perkenankan pula kami menyamp~ikan Pcndapat Akhir 

terhadap 

3. RanAerda Tentang Pembentuka.n Organi~asi dan Tata Kerja 

Lembaga Lain. 
1 

. I 

Be,dasarkan Undang-undang Nomor 32 ]Tahun 2004 tentang 

Pe1nerintahan Daerah, semua daerah qiberi pelµang untuk mengatur 

dan 1nengurus sendiri urusan pemerintahan menun1t asas otonomi dan 

tugas pembantuan. Hal itu ditnaksudkan untuk mempercepat 

terwujudriya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 

pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan peran s~rta masyarakat. 

Dalam kaitan itu> Fraksi PPP berpendapat bahwa Ranperda tentang 

pembentukan organisasi dan tata ke:r:ja lembaga lain seperti SOTK 

sekretariat Dewan pengurus Kopri Provinsi, secretariat komisi 

penyiaraµ Indonesia daerah, badan koordinasi ~enyuluhan pertanian, 
' 

perikanah dan pertanian, adalah merupakan res~on positif kita untuk 

1nenindak lanjuti amanat dari Undang-undang nbmor 32 Tahun 2004 

tersebut.• Kita menyadari bahwa pembentuk~ SOTK-SOTK yang 

diatur daJam Ranperda ini berimplikasi kepada j postur Pemerintahan 

daerah y~ng terlihat gemuk. ! 

8 



Namun demikian, keberadaan SOTK-SOTK ini sangat 
I 

diperlukan untuk memberikan pelayanan prini,a terhadap selun1h 

anggota masyarakat yang terkait dengan bidatjg tupoksi lembaga-
1 

lembaga tersebut. 

Pembentukan SOTK-SOTK atau lembaga .. ~embaga lain seperti 

tersebut diatas tentu akan menyebabkan menin~katnya pembiayaan 

sebagai konsekuensi logis dari adanya jabatan-jf;l.batan structural dan 

fungsional didalamnya. Dengan demikian
1 

pemb~ntukan SOTK barn 

tampaknya berbanding lurus dengan meningkatnya belanja daerah. 

Oleh karena itu kami mengharapkan agar SOTK atau lembaga yang 

telah kami sebutkan tadi benar-benar berfungsi optimal, sesuai 

dengan tupoksi yang diembannya. Kita tentu tidak ingin lembaga­

lembaga ini sekedar ada tetapi harus n1emberikan manfaat yang 

sebesar-besamya bagi kesejahteraan rakyat. 

Sehubungan dengan itu 
1 

kami in-gift rnengharapkan agar 

secretariat dewan pengunls ko111ri provinsi \ hendaknya mampu 

me1nban$un karakter anggota ~~ 1nenja~i PNS yang punya 
! 

kompetensi yang handal, berdisiplin tinggi dan :punya sikap sebagai 

pelayan 1nasyarakat. Disamping itu ,diharapkan mereka matnpu pula 

1nelaksanakan fungsi kcpen1erintahan berdasarkan Kepres Nomor 82 

Tahun 1971 Ten tang Korpri. Kami juga menghimpau agar Sekretariat 

dewan pengurus Korpri provinsi ini nantinya mampu melaksanakan 

tugas dan wewenangnya, serta memberikan pembinaan terhadap para 

anggota 9an unsur dalam lingkungan danjajaran~ya. 
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Fraksi PPP juga menyambut baik pembentukan secretariat 

komisi penyiaran Indonesia daerah. Kita tentu berharap agar peran 

nya sebagai penyaring atau filter terhadap informasi yang 

disampaikan oleh 1nedia penyiaran benar-benar sesuai dengan jati diri 

bangsa Indonesia. Kita ingin KPID dapat mempertajam peran dan 

fungsinya yang sangat strategis sehingga inforrnasi dan komUJ1ikasi 

tetap dalam koridor hukun1, budaya dan politik yang berlandaskan 

pancasila. Memang penyiaran harus menjamin dan melindungi 

kebebasan berekspresi tetapi harus tetap bertumpµ pada asas keadilan, 

demokrasi dan suptemasi hukum. 
I 

Berkaitan dengan SOTK badan koqrdinasi penyuluhan 

pert:anian, perikanan dan kehutanan provin~i Sumatera Barat, 

keberadaan nya tentu sangat ditunggu-tunggu i oleh para penyuluh 
I 

pertanian, perikanan dan kehutanan karena selama ini mereka seolah­

olah terpinggirkan. Padahal mereka telah berperan banyak dalam 

meningkatkan perekonomian masyarakat yang bergerak disektor 

pertanian, perikanan dan kehutanan. Para penyuluh ini telah banyak 

membantu para petani dalam mengakses informasi pasar, teknologi, 

permodalan dan sumber daya lainnya dalam rangka peningkatan 

produktifitas, efisiensi usaha, serta mempunya~ kesadaran terhadap 

pelestari~n lingkungan hidup. Dalam kaitan itu Fraksi PPP 
I 

1nenyarapkan agar para penyuluh pertanian ini pantinya diberi ruang 

untuk meningkatkan kompetensi dan karier nya. 

Se~elah memperhatikan Ranperda tentang Pembentukan SOTK 
' ' 

dan Ta14 Kerja Lembaga Lain, dimana pemb•an nya telah sesuai 

dengan iuekanisme dan tata tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat 
! : ' 

dengan IMengucapkan Bismillahirrahmanirrahiro Fraksi PPP dapat 
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menenma Ranperda Pembentukan Organis~i dan Tata Kerja 

Lembaga Lain untuk ditetapkan menjadi Peratur~ Daerah. 

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang '!kami Hormati, 
I 

Selanjutnya perkenankan pula kami menyamp~ikan Pendapat Akhir 
I 

terhadap ' 

4. Perubahan Kedua Atas Peraturan \ Daerab Provinsi 

Sumatera Barat Nomor 4 Tahon 2011 Tentang Pajak 

Daerah 

Sebagaimana kita ketahui bahwa Pajak Daerah adalah salah satu 

sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat penting untuk 

membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan 

pembangunan diberbagai s'ektor dan ~epada masyarakat. 

Oleh karena itu adanya Rancangan Peratu~an Daerah tentang 

perubahab kedua atas Perda Nomor 4 tahun~fOl 1 Tentang Pajak 

Daerah harus kita sambut baik. Menurut ~lkami,realisasi Pajak 
• I 

Daerah y~ng diterima selama ini telah mampu m\endorong percepatan 

pembangunan Daerah disegala bidang. Dalam ~aitan itu,,, masuknya 
I • i 

ketentuan tentang pajak rokok kedalam salah satu komponen Pajak 

Daerah mem beri harapan yang sangat besar I kepada kita untuk 

menambah Pendapatan Asli Daerah lebih kurani sebesar 170 Milyar 

pada tahun 2014 yang akan datang, 

Ketentuan tentang pajak rokok yang kita masukkan pada 

perubahan kedua Perda nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 

menunrt he111at kami telah sesuai dengan : siste1n dan teknis 
[ I 

penyusunJan peraturan Perundang-undangan terutama Undang-undang 
' . 

nomor 12 tahun 2011 ten tang pembentukan peraturan Perundang-
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undangan, yang menyebutkan bahwa adanyi penambahan atau 

penyisipan terhadap Bab, Bagian, Paragraf at~u Pasal baru, maka 

Bab, Bagian, Paragraf atau Pasal baru tersebut dicantumkan pada 

tempat yang sesuai dengan materi yang bersanglutan dan seten1snya. 
I 

Dalam konteks tersebut maka Ranperda ini secara teknis legal 

drafting j uga telah me1nenuhi prosedur yang se1nestinya. 

Kami berpendapat bahwa masuknya konnponen Pajak Rokok 

tidak perlu diartikan seolah-olah kita merestui dan mendukung agar 

masyarakat kita .semakin gemar merokok. Kita sama-saina 

mengetahui bahwa kebiasaan merokok sangat i membahayakan dan 

merusak: kesehatan masyarakat. Oleh sebab iht adanya ketentuan 
! i 

tentang !pajak rokok hams lah berorientasi I kepada pemahaman 
: I 

masyaral<:at bahwa temyata disamping merusak tesehatan, rokok juga 

mendatahgkan biaya hidup tinggi ~ seorang perokok, Bisamping 

membeli rokok dia juga dikenakan paja:k 1nerokok. Kami 

menghimbau agar pendapatan daerah yang berasal dari pajak rokok 

ini akan dibagi secara rasional berdasarkan jumlah penduduk dan 

kriteria fainnya kepada seluruh Kabupaten/Kota yang ada diseluruh 

S umatera Barat. Pemerintah Provinsi harus mensosialisasikan kepada 

Pemerintah Kabupaten/Kota bahwa Pajak rokok 
1
ini adalah merupakan 

salah sa~u jenis Pajak Provinsi yang penerimaarii nya ditetapkan oleh 
i 

Perda Prbvinsi sebagaimana yang diatur pada P~sal 2 Undang-undang 

No1nor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah qan Retribusi Daerah. 

Dalan1 l{aitan itu > Kabupaten/Kota hanya menerima bagi hasil dari 
' ' 

Pajak Provinsi tersebut. Nmnun demikian;Pem¢rintah Provinsi tentu 
I 

harus a11it: adil dan bijak juga dalam mengafur pembagian Pajak 

Rokok t~rsebut kepada Kabupaten/Kota. 
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Kaini berpendapat bahwa pe1nbagian untuk Provinsi sebesar 

30% cukup adil sedangkan yang 70% harus i lah dibagi kepada 
i 

Pemerintah Kabupaten/Kota dengan seadil-adilpya untuk menjaga 
I 

keharmonisan hubungan antar Kabupaten/Ko$ dengan Provinsi. 

Kami juga menyarankan agar ketentuan pengalo~asian paling sedikit 
I 

50o/o dari pajak rokok untuk mendanai PFlayanan kesehatan 

masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yajlg berwenang cukup 

bijaksana. Tinggal lagi) bagaimana pemanfaatan nya yang harus 

efektif dan efisien 1nisalnya untuk pembangunan sarana dan prasarana 

unit pelayanan kesehatan masyarakat dan perlunya dukungan untuk 

mem buat tempat-tempat yang dijadikan Smoking Area serta 

meningkatkan iklan layanan masyarakat tentang bahaya 1nerokok. 

Walaupup sebenamya hal ini ibarat kita berada dalam l ingkaran,lf 

syetan, yaitu lingkarans,- antara mendapatkan pajak rokok dengan 

perlu nya kita mempergunakan pajak rokok lebih besar untuk 
• I 

kepentin$an menanggulangi bahaya merokok. ! 

Mefperhatikan Ranperda tentang Peru\,ahan Kedua Atas 

Peraturatj Daerah Provinsi Sumatera Barat Ndmor 4 Tahun 2011 
I ' 

Tentang J)ajak Daerah yang menurut hemat kam~ telah mengatur hal-

hal yang berJ(aitan dengan jenis-jenis Pajak, 1objek pajak, subjek 
I 

pajak, te¥nis pemungutan pajak dan lain-lainnya telah sesuai dengan 
i 

ketentuaJ.11 Peraturan Perundang-undangan s~rta prosedur dan 
i 
I 

mekanisme pembahasan nya telah juga sesuai qengan peraturan tata 

tertib DPRD, dengan 1nengucapkan Bismillahirrah1nanirrahim Fraksj 

PPP menerima Ranaperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
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Daerah Provinsi Sumatera Barat J~omor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak 

Daerah untuk dijadikan Perda. 

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati, 

Demikian lah Pendapat Akhir Fraksi PPP terhadap 4 (Empat) 

Ranperda yang telah kami sampaikan. 

Teri1nakasih atas perhatian hadirin semuanya. Moh0n maaf bila 

terd1pat hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian Pendapat 

Akhir Fraksi PPP ini. 

Billahit tauflk wal hidayah 

1 . Penasehat 

2. Ketua 

3. Wakil 

4. Sekretaris 

5. Anggota 
I 

6. An~gota 
I 

1. An$gota 
I 

Padan~ 20 November 2013 

Fraksi PPP 

Dr. H. Syukriadi Syukur, MJPd 

: Syafril Ilyas, BA 

: Dr. H. Syukriadi Syukur, M.Pd 

: Martias Tanjung, S.Ag 

: Drs. H. Mazwar Mas 'ud . 

: Dedrizal 

: Zaidi Heriwan, S.Ag 
1 

1'\._ 
arMas'ud 

: Syahrul Ramadhan TanjUflg Sinaro, S.Ag 



FRAKSI PARTAI GrERINDRA 
(GERAKAN INDONESIA RAYA) 

DEWAN :PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINS! SUl\'IATERA~ BARAT 

JI. Khatib Sulaiman No. 87 Telp, (0751) 7057S91 • 70S7S92 • 70S7S93 (~: 160) Pax. (07~ I) ,:9328 Padang 25133 

PENDAPAT AKHIR 
FRAKSI PARTAI GERINDRA 

DEWAN PERWAKILAN RAtCYAT DAERAH 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

TERHADAP 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH 

PROVINSI SUMATERA BARAT 

TENTANG 

1. SOTK Lembaga Lain (Korpri, Bakorluh dan KPID) 

2. Pengelolaan Sumber Daya Air 

3. Perlindungan Perempuan dan Anak 

4. Perubahan Atas Perda NO. 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah 

Yang terhormat 

Disampaikan dalam Rapat Paripurna 
DPRD Provinsi Sumatera Barat 

Senin, 20 November ~!013 

Juru Bicara : ·············~····· ... ··········· 

Sdr. Gubernur Provinsi Sumatera Barat 

Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat 

Sdr. FORKOPIMDA, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Aganrn 

Provinsi Sumatcra Barat 

Sdr. Sekrctaris Dactah/ Asi~ten/ Kepala Badan/Dinas/Kantor/Pemcrintah Provinsi 

Sunrntcra Barat 

Sdr. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat 

Sdr. Pimpinan BUMN/BUMD/Perguruan Tinggi se-Provinsi Sumatera Barat 

Sdr. Pimpinan Partai Politik, Ormns, OKP 

Serta Rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta hadirin dan undangan 

yang kami muliakan 
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Hadirin, Sidang Dewan Yang Tcrhormat 

Mengawali pcnyampaian Pendapat Akhir Fraksi ini, hm1i tak bosannya mcngajak clan 

mengucapkan puji dnn syukur pada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang memherikan 

kescmpatan pada kita semua lahir dan bathin untuk berkumpul dalam rapat paripurna 

mende11garkan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi 

Sumatera Barnt sebagaimana disebutkan diatas. 

Selanjutnya lafaz shalawat dan salam kita panjatkan juga kepadu Nabi Besar Muhammad 

SAW, keluarga Rasul, sahabat serta kepada seluruh Ummatnya yang senantiasa mengikuti 

risalahnya dengan penuh iman, tabah, sabar clan istiqamah sampai akhir zaman. 

Scrta tidak lupa, kami Fraksi Partai Oerindra mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan 

Sidang yang telah memberi kami waktu untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Partai 

Gerindra. 

Hadirin, Sidang Dewan Yang Terhormat, 

Dalam Kesempatan ini kami Fraksi Partai Gerindra, men yam but haik clan sckal igus 

mcnyampaikan terima kasih atas upaya clan daya upaya Pemerintah Provinsi rnm1pun k,,misi 

yang telah melakukan kajian, menc 1ri masukan dan perbanclingan dalam langka 111elakuk;111 

penyempurnaan atas beberapa Rancangan Perda yang telal~ diajukan kepada De\\'an Perwakilan 

Rayat Oaerah Prov. Sumatera Barnt, yang diharapkan dapat dijadikan landasan hukum yang baik 

didalam menjalankan dan yang harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah, Dinas tcrkait nantinya. 

Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa tujuan utamn clibentuknya pernerintahan 

adalah untuk menjaga suatu sistim ketertiban didalam masyarakat, tata pemerintahan yang baik 

dalam rangka peningkatan kesejahteraan clan pemberdayaan ekonomi masyarakat maupun 

pemerintah claerah, dalam melaksanakan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah tersebut 

haruslah dibuat peraturannya, organisasi clan tata kerjanya untuk dapat menjadi landasan Yuridis 

clan pedoman dalan1 pelaksanaannya nanti untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 

Hadirin, Sidang Dewan Yang Terhormat, 

Dalam rangka mengokohkan kesepakatan yang telah dicapai tersebut, Fraksi Part,ii 

Oerindra perlu menegaskan kembali beberapa ha! pokok, terkait pengambilan keputusan 

terhadap 4 (~mpat) Rnnpcrda tersebut, sebagai berikut: 



I. Ranperda Tentang SOTK Lembaga Lain (Korpri, Bakorluh dan KPID) 

Keberadaan Komisi Penyiaran Indo11esia Daerah (KPID) Sumatera Barat, bersama para 

komisioner·komisioner dengan perangkat kerjanya lebih dapat mengawasi clan mengontrol 

tayangan televisi yang sangat bertentangan dengan nilai Adat istiadat dan Kebudayaan alam 

Minangkabau. Untuk itu kami berpenpadat sebagai berikut: 

I. Rapenda tentang KPID Sumbar sudah patut ditetapkan menjadi Perda. Tugas 

clan penman KPID Sumatera Barat lebih dapat lagi mengawasi sertn menccgah 

tayang-tayangan yang tidak memenuhi unsur-unsur pendidikan, utamanya dalam 

tayangan clan siaran 11iburan televisi lokal. Sebab, pengaruh-pcngaruh budaya 

asing yang seronok yang ditayangkan televisi lokal dapat mcrusak rnc11tal 

generasi muda. 

2. KPID Sumbar diminta bersinergi sekadar memberikan saran kepacla Rcdaksi 

televisi dan radio lokal untuk menambah durasi siaran-siaran yang bermuatan 

pendidikan dan agama. 

3. KPID Sumbar harus selektif dan jeli dalam me111pertimbangkan untuk 

mengeluarkan rekomendasi izin pendirian telcvisi, pendirian radio clan lainnya 

yang terkait dengan tugas dan kewenangannya, mengingat fungsi kk\ isi atau 

radio clapat saja dijadikan alat propaganda untuk kepentingan kelompok tertcntu. 

4. KPID Sumbar harus meinberikan tegur dru1 sank.Si yang tegas kepada manajemen 

televisi, radio dan media lainnya1 jika perusahaan tersebut menghentikan atau 

tidak memproduksi siaran lagi, termasuk pula memberi sanksi tegas karena telah 

melakukan penyimpan.gan atau tnenyalahi Perundangan-undangan dalam 

menayangkan program-program siarannya. 

5. KPID Sumbar harus getol memberikan saran clan masukan kepada KPI Pusat 

terhadap tayang-tayangan televisi 11asional yang dianggap tidak mencerminkan 

nilai-nilai adat, budaya clan agama di provinsi ini. 

6. Kami meminta Gubernur Sumatern Barnt agar menempatkan tenaga yang 

pro lcsio1wl clan berkon1 pentesi dalam stru k tur Kcsekrctariat a11 KP ID S u111;1 tcr;1 

Ba rat. 

7. Saat ini belasan calon Komisioner KPID SumK1r akan melakukan uji kepatutan 

di DPRD Sumbar. Kami meminta tim seleksi dan tim penguji harus betul-betul 

netral dalam menilai calon-calon komisioner KPID Sumbar clan komisioner­

komisioner KPID Sumbar periode mendatang harus menguasai, memahami clan 

berpengalaman dalam bidang penyiaran. 
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8. Pembentuknn Sekrctariat KORPI{[ Prov. Sumhar cfa11 KPTD Prnv. Su111h:1r 1el:1h 

dapat dilaksanakan di Prov. Sumhar, Karena telah ada atura11 clan l I11Lb11g 

Undnng yang jelas se,·ta untuk eseloringnya dnn juga secarn teknis jelas atura11 

yang mengaturnya, schingga d:qrnt dilanjutlrnn untuk dijadikan Perturan 

Dacrah. 

9. Kami Frnksi Partai Gerindrn menilai untuk Orga11isasi Sckretmiat f3acl;m 

Koordinasi Penyuluhan Pertania,1. Perika11J11 dun Kehutannn, helum didukLing 

oleh Peraturan fVIentel'i Penclayc1gunaan Aparatur Negara yang mengatur tentrn1g 
; '' 

Eselonering .Tabatan Struktural, Sehingga Kami Frnksi Partai Gerindra'. belum · 
dapat menyetuJui Ranperda Pembet.ukan Organisasi dan hit:t 'kc,;ja · 

BAKORLU, kn.reno kami 111e11ilai Pen1be11tukan Organisasi clan 1~~11,1 ! Ke~i,1 

BAKORLU belu111 me11jadi kebutuhar\ ya11g Urgent 111e11i111bang rna~ih b,1nyt1k · 
' .I•,! 

kehutuhan Prov. Su111bar yang sangat mendesak. Selain itu di beber~1pn $KJ1D 
... · .. ,, ' 

sudah ada Badan Koordi11nsi penyuluhanya 111nsi11g masing. 

RA.NPEROA TENTANG PERUBAHAN KEOUA ATAS PERDA 

SUMATERA BARAT NO. 4 TAIIUN 2011 TENTANG PA.JAi( DAl!:RAII . 

Ranperda tenta11g Perubahan keclua atas Peraturan J>rovinsi Sumatera Bmat N<\ 4:y1hu1r 

2011 tentang pajak claerah, sudah patut clitetc1pkn11 111e11jadi Peratun111 Daernh. Perubnhc1n.te1)~!1t1J 

tcrkait clcngan adanya pemasukan baru untuk pendapatan asli claerah, yakni Pajak rokolc Untql~ 
·.,1. !,·•'··· ··.1 

itu kami berpendapat balrna pajak rokok sebagai pendapatan baru dapat digunakan 111~1111,nj,11.~g 

pembangunan, sebagai berikut: 

I. Sebngnimnna kiw ket.ihtti bersanrn. Pr\winsi Sunrntera B,mll tahun 21) J .1 

mendapnt pernbagian yang bersumber clari cukai rokok ~ebe!)ar 

Rp 48.000.000.000 (E111pat puluh delapan miliar). Dalam k~tentuann)(a 

Pemerintah Provinsi mendapat pembagian sebesar 30 persen dan 50 persen . 

dari 30 persen itt.1 digt111aka1i untuk pembiayaan kesehatan. ),eclaqghqP 
), . . '. . . ~ 

~ .: . 

Kabupate11/Kola,111asi11g•masing me11dapat sebesar 70 persen, ses.~w.i :Arng,~11 i 

jumlah pendtrduk. Knmi herpendnpat agar ticlak tumpang tindih::.:pepgu1.1.si'.n i 

bantuan pa.ink rnkok. maka Din8s Ke~ehatan Sumatera Barnt (14p Pi\10s , 

Kesehatnn Kabupaten/kota hnrus mensi nl~ron isasi kan program kegi Man kerj a. 
I 

Program pembiayaan kesehatan yang bersumber dari cukc1i rok6k itu brni 

1m1kst1dknn, untuk n1cnghindari agar anggarun Dinns Kcsch:11;111 provi11isi. 

kabup~1ten d,111 kotn tidak lagi 111e11jncli heban APHD. 

-i J(,rn1i rnc111i11t,1 kc ),1dc1 Dinus !<.cschuurn Su111h:ll' ,1gc1r lcl,ili 1:·,.111"1,:1l'<1i'1 

111e11gu11gkapkr111 dnta-cL!ta pe11gicbp sakit pnru. k,111ker. sern11g:111 J::1111u11g d,111 

1· \ 

' ' 

i 

' Ii 
I 

• 1. ',, '' 

; ! 

··,J ,, 
i I 
1: I 

, I ·I'! 
. ! '·1· 

I 
.1 I 
i : 
! i 
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gangguan kehamilan se1ia janin akibat pernkok. Data ini dapnt di.iadikan 

acuan untuk melihat grafik, sebernpa banyak setiap tahun angka penyakit y,1ng 

disebab oleh rokok, apakah meningkat atau menurun. Dari tersebut dapat 

terungkap, apakah dana bantuan cukai rokok tersebut telah berhasil atau 

belum berhasil menyembuhkan. Misa.lnya penyakit paru? Atau indikasi 

lainnya, bisa saja clana tcrsebut diselewengkan oleh oknum-oknum terkait. 

Untuk mengawasi aliran dana tersebut, pemerintah provinsi didesak 

melakukan pemantauan yang melibatkan tenaga-tenaga professional dari 

LSM-LSM. 

3. Menurut pengamatan kami, rokok banyak dikomsumsi oleh kalangan rema.ia, 

siswa dan mahasiswa. Para pecanclu rokok sucJah barang tentu clapat mcngidap 

penyakit paru, batuk dan jcnis pcnyakit lainnya, schingga prnyakit tcrsehut 

sangat 1'1uclah meneharkan kuman pada urang lain. 

4. Kami meminta kampanye anti rokok dan kampanye kawasan bebas asap 

rokok harus gencar disebarluaskan dalam bentuk pemasangan spanduk di 

tempat-tempat strategis clan pembuata11 buku tentang bahaya rokok. Bahkan, 

penyuluhan tentang bahaya rokok harus secara rutin diselenggarakan, utama 

sekali di sekolah-sekolah, tennasuk juga penyuluhan terhadap bahaya 

mengunakan narkoba terhadap kesehatan dan bagi yang mengkomsusinya 

dapat dihukum berat. 

S. Di samping perda, perlu juga Pergub yang mengatur dan menjelaskan tentang 

pengunaan dana pa_jak rokok, berikut sanksi hukum jika ternyata terjadi 

penyalahgunaannya. 

Ill. RANPERDA TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 

Bentuk persoalan perempuan clan anak di Indonesia sangat beragam-ragam sekali. Mulai 

clari persoalan rumah tangga, persoalan perempunn di tempat peke1:jaan, persoalan pelecehan, 

persoalan pemutusan hubungan kerja dan persoalan laitnya. Persoalan anak .iuga clemikian. 

Mulai dari anak-anak mengalami keterbelakangan mental, persoalan kurang gizi, persoalan tidak 

rnengenyam pendiclikan dan lainnya. Persoalan perempuan clan anak di Sumatern I3aral d:1p:1t 

dilihat da:·i kaca mata kita sendiri. Ranperda tentang perlindungan perempuan clan anak itu patut 

ditetapkan menjadi peraturan daerah. Sesungguhnya tentang perlindungan perempuan dan anak 

itu telah di atur oleh UU No. 23 tahu11 2002. Namun untuk melindungi dan rnencegah berbagai 

persoalan yang mendera perempuan dan anak di Sumatera Barat perlu pijakan peraturan. Dengan 

demikian keberadaan perda tentang perlindungan µerempuan dan anak akan menjadi behan 

APBD setiap tahun. tentang hal ini kami berpendapat sebagai berikut: 
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A. Perda ini nantinya dapat memberikan pembinaan terhadap perernptun yang 

sedang me{\jalani masa pembinaan di panti rchabilitasi dan juga kepacla 

perempuan yang sedang menjalani masa hukuman di· 1embaga permasyaratan. 

Pembinaan yang harus dilakukan dalam bentuk pelatihan keterampilan clan 111odal 

usnha, schingga mereka diharapkan clapat menciptakan Japangan ke1:ja sc11diri. 

[<.ami mengamati, pembinaan yang cliberikan kepada mereka yang rnenghuni panti 

rchabilitasi clan di lembaga permasyaratan belum maksimal. terkesan asal-asalan 

sqja. Kami menyarankan Dinas Sosial clan Badan Perberdayaan Perernpuan sudah 

memikirkan pembinaan dalam bentuk pelatihan keterampilan. 

B. Pekei:ja perempuan yang mengalami tindakan kekerasan, · oleh suami, oleh 

lingkungan, oleh perusahann tempat mereka beketja, oleh majikannya maupun 

me11dapat pelecehan di ruang publik, juga ti<lak mendapat hak cuti, tidak 

mendapat tur1jangan ketja dan tindakan hukum lainnya harus benar-benar 

mendapat bantuan hukum. Untuk itu mempakan keharusan bagi pemerintah 

provinsi. kabupaten dan kota melakukan kerjasama dengan lemhaga bantuan 

hukum untuk membela mereka. Bantuan hukum kami harapkan dapal cliberikan 

pula kepacla tenaga kerja wanita asal Sumatcra Barat yang bl'kei:ia di luar wibyah 

Sumakra Barat, termasuk biaya pernulangan ke karnpung hala1rn111 mcrcka. 

C. Kami juga melihat, p::ra orang tua ckngan tega anaknyc1 dijmlikan pengcrnis di 

persimpangan jalan dan di tempaMempat kcramaian. Ada juga meminla sedckah 

yang berkedok dari Yayasan anak yatim. Kami juga melihat anak-anak seusia 

sekolah mengamen di persimpangan jalan. Aktifitas anak-anak tersebut dapat 

mencelakakan dirinya sendiri dan menganggu kelancaran herlalu-lintas. Kami 

juga melihat masih ada anak-anak putus sekolah karena orang tua 1ncrcka tidak 

mampu secara ekonomi dan dijadikan obyek me11cari barang-barang bekas. 

Pemandangan yang tidak sedap itu selalu mengusik diri kita. Sementara 

penertiban yang dilakuknn Polisi Pamong J>n:~ja tidak memberi efek jera kcpacla 

mereka. Masalah ini perlu menjadi perhatian khusus pemerintah provinsi. 

kabupaten dan kota. Perlu juga menjadi perhatian kita agar mercka benar-benar 

dibimbing dan dibina untuk bersekolah. 

D. Perlindungan kepada perempuan dan anak-anak itu dapat terwujud, jika lembaga, 

badan clan dinas terkait bersungguh-sungguh mensosialisasikan perda ini ke 

ditengah-tengah masyarakat serta betsungguh-sungguh pula membina mereka. 

JV. RANf'ERDA TENTANG J>ENGELOLAAN SUMBER DA YA. AIR 

Sebagaimana kita ketahui bersurna, air sebagai sumber kehidupan clan kcbutuhan pC1kok 

manusia scrta makhluk-makhluk lainnya. Sumber air berasal dari Gunung, air tanah clan air 

hujan. Keberadaan sumber-sumber air harus dirawat clan dilestarikan. Tentang Ranpcrda 

Pcngclolaan sumber daya air itu, kami berpendapat sebagai berikut: 
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A. Kerusakan hutan akibnt penebangnn sccara liar dapat menyebabkan te1:jadi 

bencana longsor. Dampak lainnya, hutan kehilangan sumber air yang terserap 

dalam pohon yang ditebang. Het1cana tersebut te~jadi akibat perbuatan 

manusia yang menjarah hutan secara illegal. Bencana itu tidak saja mcrusak 

linghmgan pemukiman, lahan pertanian tapi juga menelan korban jiwa. 

kerugian materil dan merusak habitat binatang-binatang buas. Polisi 

kehutanan yang bertanggujawab me11jaga hutan dari penjarahan tidak <lapat 

mencegah secara maksimal. Karena diduga penebangan hutan te1:jadi 

mendapat bekingan dari oknum aparatur-aparatur tertcntu. Kasus-k~1sus 

semacam itu telah menjadi rnhasia umum, namun kesadaran masyarakat cl.in 

oknum-oknum tertentu diharapkan sekali tidak merusak lingkungan. apalagi 

menebang hutan secara liar. 

B. Jika Ranperda ini ditetapkan meqjadi perda, maka dibutuhkan kc1:jasama yang 

jujur antal'a aparat keamanan dengan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 

(PSDA), Dinas Pekerjaan Umum, Bapeldalda da11 lembaga-lembaga terkait 

Iainnya. Kerjasama ini dimaksud untuk menjaga dan melestarikan hutan agar 

tidak ditebang lagi, menjaga dan melestarikan sungai agar tidak terccm:.ir 

limbah pabrik dan menjaga batu gunung dan batu sungai yang digunakan 

bahan material bangunan. 

C. Pemerintah provinsi, kabupate1vkota i1arus melakukan kerjasama dengan 

lembaga Kehakiman, Kejaksaan clan kepolisia11 untuk menghukum seberat­

beratnya para pelaku penebangan hutan, pelaku kerusakan lingkungan clan 

pelaku pencemaran sungai. Kami yakin dengan kei:jasama tersebut, maka 

pengelolaan sumber daya air sebagai kebutuhan pokok manusia clan mahkluk 

laiiinya akan dapat dijaga dan dirawat, sesuai apa yang amanat dalam perda 

pengelolaan sumber daya air. 

Kami setuju tentL.ng 4 (empat) ranperda yang akan ditetapkan men.iadi pcrcla. namun 

kami mengharapkan bahwa saran-saran yang kami sampai itu barns menjadi perhatian 

pemerintah provinsi. 

Dernikianlah penyampaian pendapat akhir Fraksi Partai Gerindra tentang pengambilan 

keputusan terhadap 4 (empat) Ranperda 1111. Dengan mengucapkan 

Bismillahirrahmannirrahim, Kami Fraksi Partai Gerindra dapat mencrima 4 (Empat) 

Ranperda untuk di tertapkan menjadi Pcraturan Daerah Prov. Sumatra Barat. Akhirnya. 

kami mohon ampun kepada Allah SWT. Dengan kerendahan hati, kami juga menyampaikan 
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permohonan maaf pada hadirin dalam sidang paripurna yang terhormat ini, jika ada salah kata 

dan penyampaian kami. Tak ada gading yang tak retak dan kesempurnaan ilu aclalah milik Allah 

semata. Semoga kita semua selalu diberikan Taufiq dan Hidayah·Nya. 

Wabillahittaufiq walhidayah 

S 1 I d · R 1111 a am n onesia aya ........ 

FRAKSI PARTAI GERINDRA 

DEW AN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINS! SUMA TERA BARA T 

Ketua 

D A R M A W I, B.Sc 

FRAt<SI 
PAl'ITAI 

Qtllt.A.t<AN l"'MN,*:111 ~ , 

OPAO PRO\'"''.'.;:-"' 



FRAKSIPARTAIGOLKAR 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI SUMATERA BARAT 
Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 57591 • 57592 • 57!593 Fax. (0751) 443391 Padang 25133 

PENDAPAT AKHIR 
, FRAKSI PART Al GOLKAR 

DPRD PROVINS! SUMATERA BARAT 
'TERHADAP· I 

4 (EMPAT) RANPERDA TENTANG: 
1. PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 
2. PERLINDlJNGAN PERE1\1PUAN DAN ANAK 
3. PEMBENTUKAN.ORGANISASI DAN TATA KER.JA 

LEMBAGA LAIN 
4. PERUBAHAN KEDlJA ATAS PERATlJRAN DAERAH 

PROVlNS1 SUMATERA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2011 
TENTANG PA.JAi( DAER.AH 

Yang Kami Hormati: 

Sdr. Gubernur;1 Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera 
Ba rat. 

Sdr. Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera 
Barat. 

Sdr. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat 
Sdr. , Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Badan/Dinas/Kantor/Biro di 

Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta Kepala Kantor 
Wilayah, Pimplnan BUMN/BUMO. 

Sdr. Pimpinan Partai Polltlk, Ormas, LSM, rekan-rekan wartawan dan 
hadirin yang kami mullakan. 

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin yang kami hormati, 

Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji dan Syukur ke hadirat Allah swr 
yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kita dapat hadir 

I 

diruang sidang yang terhormat ini dalam rangka melaksanakan Rapat 
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paripurna penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap 4 (empat) 

Ranperda tentang : 

.1. PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 
2. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 
3. PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LE.MBAGA LAIN 
4. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVlNSI 

SUMATERA BARAT NqMOR 4 TAHUN 2011 TENT ANG PA,JAK 
DAERAH 

Sholawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, 

Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para Sahabatnya dan para 

pengikutnya yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan kepada 

zaman yang berilmu pengetahuan ini. Aamiin. 

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin yang kami hormati, 

Terlebih dahulu, kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan yang 

telah memberikan kesempatan kepada Fraksi Partai Golkar untuk 

menyampaikan Pendapat Akhir pada Rapat Paripurna DPRD Prov. Sumbar 

di ruangan yang terhormat ini. 

Selanjutnya saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada rekan­

r-ekan Fr-aksi Partai Golkar yang telah memberikan kesempatan dan 

kepercayaan untuk menyarnpaikan Pendapat Akhir ini. c/crf) T~- r ,co "L--t • 

Sdr. Gubernur, Sdr. Ketua, Hadirin Sidang Paripurna yang 

berbahagia, 

Selanjutnya F~aksi Partai Golkar menyampaikan terima kasih dan 

penghargaan yang setulus-:tulusnya kepada Panitia Khusus dan SKPD 

terkait yang telah membahas ke empat Ranperda ini dengan detail dan 

cermat sehingga pada hari ini kita sudah bisa menyelesaikan semua 



tahapan pembahasan dan tibalah saatnya untuk mengambil keputusan 

yang didahului dengan penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi. 

Berkenaan dengan hal tersebut maka Fraksi Partai Golkar untuk lebih 

sempurnanya Ranperda ini dan bermanfaat' bagi masyarakat Sumatera 

Barat, izinkan kami menyampaikan hal·hal sebagai berikut: 

1. Sehubungan dengan Ranperda tentang Pengelolaan Sumber Daya 

Air, Fraksi Partai Goll<ar berkesimpulan bahwa Ranperda ini mengatur 

Tata Guna air dalam semua dimensi, sedangkan untuk Sumatera 

Barat kita terbatas dalam penerapan Ranperda ini hanya untuk 2 

wilayah satuan sungal dari 9 wilayah satuan sungai di Sumatera 

Barat yakni wilayah satuan sungai Batang Pasaman dan wilayah 

satuan sungai Silaut Batang Tarusan, sedangakan 6 wilayah satuan 

sungai pengelolaannyc1 berada dibawah kewenan~ian Pemerintah 

Pusat dan satu wilayah satuan sungai merupakan kewenangan 

Kabupaten yaitu wilayah satuan sungai Kepulauan Mentawai. Andai 

kata terjadi bencana atau kerusakan terhadap wilayah satuan sungai 

tersebut akibatnya kita masyarakat Sumatera Barat yang 

menanggung dampak negatifnya, untuk itu melalui Saudara 

Gubernur, Fraksi Partai Golkar memoh0n agar kita diberikan 

kewenangan untuk ikut mengatur dan bertanggungjawab terhadap 

wilayah satuan sungai yang merupakan kewenangan pemerintah 

Pusat sedangkan pernbiayaannya tetap menjadi tanggungjawab 

Pemerintah Pusat melalui APBN. 

Fraksi Partai Golkar jugc1 menghimbau Saudara Gubernur dan instansi 

terkait untuk tetap konsisten mempertahankan lahan yang potensial 

untuk dijadikan persawahan yang berpengairan teknis jangan diolah 
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atau ditanami dengan tanaman keras selain padi dan palawija 

sehingga kita tetap mempertahankan swasembada pangan di 

Sumatera Barat. 

2. Berkenaan dengan Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan 

Anak, Fraksi Partai Golkar menyarankan hal-hal sebagai beikut: 

a. Perda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak ini lebih bersifat 

payung hukum, untuk perda yang operasional tentu d1 

Kabupaten/Kota yang lebih dekat dengan masyarakat untuk itu 

kami mengharapkan kepada Saudara Gubernur agar segera 

menghimbau Bupati dan Walikota di Sumatera Barat untuk segera 

membuat Peraturan Daerah tentang perlindungan Perempuan dan 

Anak ini. 

b. Kami mengharapkan good will dari Kepala Daerah dan SKPD 

terkait untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan perlindungan 

terhadap perempuan dan anak terutama Dinas Sosial, Dinas 

Kesehatan, Dinas Pendidikan, Disnakertran dan yang lainnya. 

c. Dalam menangani masalah-masalah perlindungan perempuan dan 

anak harus dilaksanakan dengan koordinasi yang baik antara 

SKPD sehingga program-program yang dilaksanakan terintegrasi 

dengan tujuan yang sama untuk perlindungan p-:rempuan dan 

anak. 

d. Diharapkan Pemerintah Daerah untuk selalu memberikan 

penguatan terhadap lembaga swadaya masyarakat yang bergerak 

dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 

melalui APBD, karena kita Provinsi Sumatera Barat berada pada 

urutan ke 5 di Indonesia berkaltan dengan kasus-kasus masalah 
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perempuan dan anak dengan jumlah kasus 902 dari data kasus 

perempuan dan anak di tahun 2012. 

I 

3. -Mengenai Ranperda Pembentukan Organisai dan Tata Kerja Lembaga 

Lain, kami dari Fraksi Partai Golkar menyarankan sebagai berikut: 

a. Dengan ditetapkannya nanti Ferda tentang Pembentukan 

Organisai dan Tata Kerja Lembaga Lain, maka akan ada 3 SKPD 

baru pada pemerintahan Prov. Sumbar, yakni Sekretariat Badan 

Koordinasi Penyuluh, Sekretariat KORPRI dan Sekretariat KPID, 

dengan demikian akan menambah gemuk gerbong organisasi 

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang berdasarkan PP 41 

tahun 2007 termasuk kelompok sedang. 

Kami mengharapkan kepada Saudara Gubernur untuk segera 

mengisi jabatan Kepala Sekretariat KORPRI Provinsi Sumatera 

Barat dan Pejabat Esselon dibawahnya dan diambilkan dari PNS 

yang betul-betul mampu ditinjau dari PDLT (Profesional Dedikasi 

Loyalitas dan Tidak Tercela) sehingga KORPRI diharapkan makin 

profesional, netral, produl<tif dan bertanggungjawab untuk 

mewujudkan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945. 

Dengan telah dibentuknya Sekretariat Komisi Penyiaran 

Indonesia Daerah, Fraksi Partai Golkar juga mengharapkan segera 

ditunjuk pejabatny,1 dengan demikian KPID diharapkan akan 

meningkatkan kinerjanya dalam mengawasi pelaksanaan 

penyiaran melalui televisi dan radio di Sumatera Barat yang 
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bersifat membangun dan mendidik sehingga terhindar dari 

penyiaran yang bersifat negatif terutania terhadap generasi muda. 

Untuk operasional pelaksanaan penyuluhan peitanian, 

perikanan dan kehutanan maka kami harapkan kepada Sadan 

Koordinasi Penyuluhan Provinsi Sumatera Barat untuk mendorong 

segera terbentuknya badan tersebut berikut sel~retariatnya di 

Kabupaten/Kota sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing. 

Dengan dibentuknya ketiga SKPD tersebut yang bertujuan 

untuk kepentingan dan manfaat yang lebih besar Fraksi Partai 

Golkar dapat memahaminya, dengan catatan kiranya penempatan 

pejabat yang akan ditugaskan memimpin ketiga Sekretariat ini 

nanti adalah orang yang tepat, kredibel dan ahli dibidangnya. 

Ingat ...... !! !! ! !! !! l<ata Rasulullah " Turiggulah kehancuran jika 

suatu pekerjaan tidak diserahkan kepada yang ahlinya". 

b. Sekretariat KORPRI, Sekretariat KPID dan Sekretariat Badan 

Koordinasi Penyuluh setelah ini akan menjadi SKPD, artinya akan 

bisa menyusun program dan merencanakan serta melaksanakan 
" anggaran sendi~, tidak lagi menerima dana hibah atau dititipkan 

pada SKPD lainnya, untuk itu Fraksi Partai Golkar menyarankan : 

- Independensi Sekretariat KORPRI harus tercermin dari program 

kerja yang berorientasi kepada anggota bukan kepada 

pemimpin Pemerintahan, kesejahteraan anggota baik yang 

masih aktif maupun yang sudah pensiun menjadi prioritas 

utama. 
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- Perlindungan pelayan,in di bidahg penyiaran harus lebih 

ditingkatkan, sehingga peran KPID semakin dirasakan oleh 

masyarakat. Langkah-langkah pencegahan harus diperbanyak 

disamping upaya penindakan terhadap pelanggaran­

pelanggaran yang terjadi dibidang penyiaran dan informatika. 

- Sumatera · Barat adalah daerah pertanian, usaha tani, 

perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan adalah 

program unggulan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, utnuk 

itu dengan ada11ya Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh 

diharapkan akan terjadi peningkatan produksi sektor pertanian 

dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani. Disamping itu 

jika Perda ini sudah ditetapkan kepastian tentang nasib dan 

masa depan penyuluh akan semakin terjan lin dan pada 

gilirannya akan meningkatkan kinerja penyuluh yang ribuan 

jumlahnya di Sumatera Barat. 

4. Setelah ditetapkannya Perubahan Kedua atas Perda Provinsi 

Sumatera Ba rat Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah ini maka 

kami Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Barat 

menyarankan sebagai berikut: 

a. Agar Saudara Gubernur beserta jajarannya segera melaksanakan 

sosialisasi Perda ini ke Kabupaten/Kota se Sumatera Barat supaya 

sama-sama dapat dipahami oleh Kabupaten/Kota dan masyarakat 

sebagai objek pajak tersebut. 



b. Agar Saudara Gubernur segera menerbitkan Peraturan Gubernur 

dalam rangka pelaksanaan Peraturari Daerah ini. Untuk lebih 

sempurnanya draft Peraturan Gubernur tersebut disarankan 
I 

sebelumnya harap diserahkan kepada komisi terkait DPRD Provinsi 

Sumatera Barat 

c. Khusus untuk paj,1k rokok pengalokasian anggarannya betul 

sesuai dengan apa yang tertera dalam peraturan daerah ini, 

terutama pembagian hasil untuk Kabupaten/Kota dan 

pengalokasian untuk kesehatan masyarakat. 

Sdr. Gubernur, Sdr. Ketua, Hadirin yang kami muliakan, 

Berdasarkan hal~hal tersebut diatas, maka kami Fraksi Partai Golkar DPRD 

Provinsi Sumatera Ba rat dengan mengucapkan 

Bismillahirrahmanirrahim dapat menerima dan menyetujui 4 (Empat) 

Rancangan Peraturan Daerah tentang : 

I. Pengelolaan Sumber Duya Air 

2. Pcrlindungan Pcrcmpunn dan Anak 

3. Pembcntukan Organisasi dan Tata Kerja LemM1ga Lain 

4. Pcruhahan Kcdua atas Pcraturan Dacrah Provinsi Sumatcra Barnt 

Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Dnerah 

untuk ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat. 
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Derr.ikianlah Pendapat Akhir ini kami sampaikan, terirna kasih atas 

perhatian, mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang 

berkenan. 

Wabillahittaufiq Walh'idayah 

Padang, 20 November 2013 

FRAl(SI PARTAI GOLKAR 

DPRD PROVINS! SUMATERA BA 
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FRAKII PARTAD KIADILAN IUANTIRA 
(FRAKSI PKS) 

DEWAN PERWAIO.LA.N RAKYAT DAERAH 
PROVINS~ SUMATERA BARAT 

PANDANGAN AKHIR 
FRAKSI PAFtTAI. KEADILAN .SEJAHTERA 

DPRD PRC>PINSI SUMATERA BARAT 

Terhadap 

1. RANPERDA TENTANG SOTK LEMBAGA LAIN (Korprl,Bakorluh,KPID) 

2. RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 

3. RANPERDA TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 

4. RANPERDA TENTANC~ PEROBAHAN ATAS PERDA NO. 4 TAHUN 

2011 TENTANG PAJAK DAERAH 

Bismilfa.hinahmanirrahim. 
I 

Assalamu'alaikt,m Warahmatu/lahi W11bamka/:t1h .. 

Yth. Saudara Gubemur Propinsi Sumatera Barat 

Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD 

Propinsi Sumatera Barat 

Yth. Saudara-saudara angg(J)ta t=orum komunikasi pimpinan daerah Serta 

ketua Pengadllan ·t;ngg/ Agsma Sumatera Berat 
Yth. Saudara Keps/a Dines, Baden, Kantor, 

Pimpinan BUMN Dan BUMD, Pimp/nan Ormas, 

LSM, wartawan dan se/u,vh hadirin yang berbahagia. 

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Pencipta, 

Pemelihara, Penyempurna seluruh alam seisinya, Pemurah, Pencurah 

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) 57591 • S7592 • 57593 Pada1•g 



rahmah, Pengasih tak pilih kasih dan Penguasa mutlak pada hari 

pembalasan. Salam dan Shalawat kita sampaikan kepada Nabi 

Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan ummatnya. 

Bapak Gubernur, pimpinan dewan dan hadirin yang berbahagia, 

Teriring ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada 

Pimpinan sidang yang telah memberi kesempatan kepada kami atas 

nama Fraksi PKS DPRD Propinsi Sumatera Barat menyampaikan 

Pemandangan Akhir terkait dengan : 

1. RANPERDA TENTANG SOTK Lembaga Lain 

(Korpri,Bakorluh,KPID) 

2. RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 

3. RANPERDA TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN 

ANAK 

4. RANPERDA TENTANG PEROBAHAN ATAS PERDA NO. 4 

TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH 

i 

Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang kami 

muliakan. 

Ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya juga kami sampaikan 

kepada Saudara Gubernur beserta jajarannya, fraksi-fraksi DPRD 

Sumatera Barat dan berbagai elemen masyarakat yang telah 

memberikan kritik, saran dan masukan yang cukup konstruktif dan 

kontributif bagi upaya pembenahan, perbaikan dan penyempurnaan 

ke- empat Ranperda ini, sehingga menjadi Ranperda yang visible, 

komprehensif dan menjadi kebijakan regulatif yang dapat memberi 
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solusi terhadap berbagai problematika di Sumatera Barat. Ungkapan 

terima kasih dan apresiasi juga ka111i sampaikan kepada Pimpinan dan 

seluruh anggota Komisi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan 

pikiran untuk membahas ranperda ini, sehingga ranperda tersebut 

dapat di syahkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh 

Sadan Musyawarah DPRD Propinsi Sumatera Barat. 

1. RANPERDA TENTANG SOTK Lembaga Lain (Korpri,Bakorluh,KPID) 

Kami sangat memberikan apresiasi terhadap rencana 

pemerintah untuk membuat aturan yang jelas dalam bentuk Parda 

terhadap pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga lain di 

pemerintah daerah Sumatera Barat. Dimana dalam pembentukkan 

Ranperda ini memuat pembentukkan 3 (tiga) organisasi tata kerja 

yang terdiri dari : 

a. Sekretariat dewan pengurus Korps pegawai repoblik indonesia. 

b. Sekretariat komisi penyiaran Indonesia daerah 

c. Sekretariat Sadan Koordinasl Penyuluh Pertanian, Perikanan dan 

Kelautan Provinsi Sumatera Barat. 

Ketiga organisasi dan tata kerja ini sangat di perlukan oleh 

masyarakat Sumatera Barat untuk mengisi kehidupan mereka agar 

lebih layak dan sejahtera serta mendapatkan informasi yang sehat 

dan bermanfaat di samping sarana lnformasi A terjaga . 
keindependena~*iya. Kepada Bakorluh untuk dapat mengayomi 

masyarakat petani, nelayan, dan sebagainya sehingga mereka 

mendapat pembinaan secara langsung, sesuai tugas dan fungsinya 

karena sudah punya kantor dan anggaran sendiri dan bisa bersinergi 

dengan badan penyuluh di kab/kota. Begitu juga dengan KPID dapat 

menyediakan pengawasan yang terpadu terhadap kenten siaran 
3 



yang akan disuguhkan kepada masyarakat, kita tidak ingin tontonan 

ini punya saham/andil pula dalam merusak generasi dan 

masyarakat. . 

2. RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 

• Ranperda tentang Pengelolaan Sumber Daya Air diharapkan 

dapat berkonstribusi terhadap pengelolaan potensi dan 

anugrah yang besar dari ·Allah SWT yaitu air. Mulai dari 
I 

perencanaan, pengelolaan, pengaturan, Sumber Daya Air 

secara lebih efektif dan produktif. Sehingga dapat 

menyeimbangkan kondisi di saat kelebihan air dengan saat 

kekurangan air, kondisl ketersediaan air dengan kebutuhan air 

untuk berbagai keperluan. 
I 

• Selain itu harapan kami juga dengan Ranperda ini bisa 

mendorong berbagal plhak/stakeholder untuk lebih maksimal 

dalam Pengelolaan Sumber Daya Air, mulai perencanaan, 

pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan 

konservasi Sumber Daya Air, pendayagunaan Sumber Daya 

Air maupun pengendalian daya rusak air. 

• Ranperda ini menurut pandangan Fraksi PKS sangat 

mendesak, karena provinsi Sumatera Barat sebagaimana 

mayoritas · bagian Indonesia, mayoritas di dominasi oleh air, 

namun masih banyak lahan-lahan persawahan yang belum 

terairi secara baik bahkan sering air menjadi musibah, lebih 

ironisnya lagi 66% air di negeri kita ini menjadi musibah. 
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• Fraksi PKS sangat setuju sebagaimana disampaikan oleh tim 

pembahasan, bahwasanya pengelolaan Sumber Daya Air 

harus dikelola secara holistik mulai daerah hulu tengah dan 

hilir, sinergis antara sector/bidang maupun antar lembaga. 

Tentu saja sinergitas membutuhkan sikap yang proaktif dari 

setiap elemen, sector maupun lembaga tidak saling menunggu 

sehingga mengaklbatkan tidak terciptanya kerja yang produktif 

yang diinginkan. 

Fraksi PKS sangat memahami Ranperda ini, sehingga 

mendorong secepatnya untuk segera disyahkan menjadi Perda 

Pengelolaan Sumbar Daya Air. 

Namun pada kesempatan ini perlu disampaikan isu-isu penting 

berkenaan masalah tata guna air ini. 
\ 

1. Mendesak rasanya bagi kita semua, terutama pihak-pihak 

terkait untuk serius memanag1 air dan Sumber Daya Air agar 

tidak menjadi musibah justru sebaliknya akan berbuah 

nikmat. 

2. Dengan merebaknya Comersialisasi air jangan sampai 

bergeser pradigma kita terhadap peran air sebagai social 

goods. Karna ini akan berbahaya di kemudian hari. 

Pemprop/pemkab harus hati-hati dengan merebaknya 

exploitasi air untuk investor dalam bentuk air minum dalam 

kemasan (AMDJ<). Cukup menjadi pelajaran apa yang 

terjadi di tempat lain-Masyarakat paps susah mendapatkan 

air bersih sementara disebelah rumahnya pabrik air minum 

begitu leluasanya menyedot dan mengexploitasi air bersih. 
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3. Mengingat strategisnya perda ini Fraksi PKS menyarankan 

minimal 5 tahun sekall perlu di lakukan evaluasi bahkan 

revisi agar mampu menjawab problematika Pengelolaan 

Sumber Daya Air di daerah kita ini untuk masa yang akan 

datang 

3. RANPERDA TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN 

ANAK 

Apabila kita berpedoman pada konsep Negara 

Kemakmuran dan semangat yang dinyataken konstitusi maka 

seluruh sumberdata yang ada di Indonesia harus dikelola oleh 

Pemerintah lndonesiayaitu sumber daya manusia (SOM), dan 

sumber day~ alam (SDA), serta sumber daya kreatif (OSK) yang 

mana sumber daya yang ada pada Negara digunakan untuk 

mencapai kemakmuran negara. Hal inl sangat relefan dengan 

perlindungan warga n13gara dalam hal ini adalah anak sebagai 

asset negara yang harus diperhatikan oleh negara, walaupun 

secara nyata dan batiniyah dan materi anak adalah asset orang 

tua. Anak sebagai calon warga negara yang baik (Goo Citizen) 

dan berdaya guna bagi negara, oleh karna itu harus dipersiapkan 

untuk tujuan negara dan tujuan bernegara. 

Anak harus dillndungi karena sanga~ rentan terhadap 

tindakan yang sifatnya spekulatif dan sesaat yangmengakibatkan 

seoarang anak tidak memperoleh haknya secara baik dan 

terlindungi dari perbuatan melawan hur<um, apabila kita merujuk 

dari sisi keadilan dan supremasi hukum bahwa terdapat 

kedudukan yang sama di hadapan hukum, oleh karna itu anak 

harus dilindungi hak-haknya di hadapan hukum. 
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Hak-hak anak secara substansi telah dicantumkan dalam 

undang-undang perlindungan anak dan secara konsep 

perlindungan telah dinyatakan dengar tegas serta badan-badan 

yang melakukan perlindungan hukum aktif dan pasif. Tetapi 

kasus-kasus perlanggaran terhadap hak-hak anak sering terjadi 

yang umumnya karena masalah ekonomi keluarga dan minimnya 

tingkat pendidikan, budaya yang tidak mendukung, serta kurang 

kepedulian sosial. Krirnlnalitas terhadap anak juga secara kualitas 

sering terjadi minsa·lnya (maaf) kasus pedopilia, penjualan 

manusia (trafficking), jual beli organ dan lain-lain yang mana anak 

sebagai korban. 

Apabila kita mengkaji secara konsep filosofi dalam ilmu 

hukum sosiologis (soiological Yurisprudence) bahwa hukum 

sebagai sarana merek.ayasa sosial berarti ada titik persinggungan 

yang tidak dapat tersentuh oleh hukum, atau kemungkinan hukum 

alpa menangani suatu permasalahan social. D8lam ini Freedman, 

mengajarkan tentang system yang dianggap baik apabila 

komponen substansi hukum, penegakan hukum dan budaya 

hukum baik. Sistem hukum seharusnya berhasil mer.iberikan 

patron social sehingga seluruh tindakan masyarakat seperti yang 

diingatkan oleh cita-c~ita negara, tetapi kenyataan-nya hFll ini 

belum berjalan dengan baik. lnilah sebagai pekerjaan rumah 

besar yang harus diselesaikan oleh Hukum apabila kita 

menjujung tinggi keadllan dan supremasi hukum. 

1. Ranperda ini melengkapi berbagai aturan yang telah ada 

tentang anak dan perempuan sebagai peraturan daerah, kita 
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berharap banyak dengan peraturan in~karna kasus·kasus yang 

melibatkan anak dan perempuan faktanya bertambah banyak. 

2. Ranperda ini lebih betiungsl sebagai payung hukum bagi 

kab/kota untuk membuat perda yang sama, karna banyak 
I 

urusan yang terkait dengan perempuan dan anak merupakan 

kewenangan Kab/kota. 

3. Kami berharap agar ranperda ini di sosialisasikan kepada 

masyarakat luas den'gan dua maksud 

a. Memberikan kesadaran kepada publik akan hak·hak 

perempuan dan anak sehingga dengan demikian timbul 

kepedulian bersama 

b. Agar materi/substansi yang diatur dalam perda ini dapat di 

ketahui oleh publik. 

4. RANPERDA TENTANG PEROBAHAN ATAS PERDA NO. 4 
TAHUN 2011 TENTANG PAJAKDAERAH 

Hadirin yang kaml muli:akan. 

Setelah mendengarkan laporan dari Komisi II yang merupakan 

panitia pembahasan terhadap ranperda ini, kami fraksi PKS akan 

memberikan masukan, saran yang mudah mudahan akan 

bermanfaat untuk kesempurnaan pelaksanaan peraturan daerah 

ini. 
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1. Kami sependapat dengan komisi II bahwa Pembahasan 

perubahan perda ini sangat penting dan mendesak dilakukan, 

karena perda ini merupakan landasan hukum penerimaan 

pajak rokok di Sumatera Ba rat. Kai au tidak ada perda ini maka 

potensi dana yang akan diraih oleh Sumatera Bar~t sebesar 

Rp 160\000.000.000,- Sesuai dengan ketentuan perundang 

undangan 30 °/o dana tersebut dialokasikan untuk Propinsi dan 

70 °/o dialokasikan untuk Pemerintahan Kabupaten dan Kota se 

Sumatera Barat. Untuk itu kami berharap pada hari ini 

perobahan ini perda ini dapat di syahkan. 

I 

2. Berkaitan dengan alokasi anggaran sebesar 50 o/o yang akan 

dipergunakan untuk mendanai pelayanan kesehatan 

masyarakat dan pemegakan peraturan daerah, kami berharap 

agar instansi terkait segera merancang program dan keglatan 

yang di isyaratkan oleh peraturan perundang undangan 

tersebut. Dan kami meminta agar program dan kegiatan 

tersebut tepat sasaran dan tepat guna. 

3. Dengan telah disyahkan nya perubahan perda ini, kami 

meminta agar instansi terkait segera mensosialisasikannya ke 

pemerintahan kota dan kabupaten di Suma(era berkenaan 

dengan pelaksaan peraturan daerah tersebut. Karena seseuai 

dengan ketentuan kabuapaten dan kota tidak perlu membuat 

perda sejenis. Perda yang kita syahkan ini sekaligus 

mengakomodir kepentingan Pemerintahan kota dan kabupaten 

di Sumatera Barat. 
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Demikianlah beberapa hal yang dapat kami garis bawahi dari 4 

Ranperda ini dan denga11 mengucapkan Bismillahirrahmaanirrahim 

fraksi PKS dapat menerima ke empat Rancangan peraturan daerah ini 

untuk di tetapkan menjadi Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat. 

Mohon maaf atas kekhllafan dan kesalahan . 
Wabillahi taufiq wal hidayah. 

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh 

Padang, 20 November 2013 
16 Muharam 1435 H 

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (Fraksi PKS) 
O:PRCl':Sumatera Barat 
,'' ,,.:::,;~·~ ·.,·· \ 

;'.j~.,:·:. 
. _. /, ', H. Mu lim M. Y;;\tim.Lc . 

t uru Bicara 

Sekretaris 
I 
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DEVvAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINS! SUMATERA BARAT 

FRAI{SI PARTAI DEMOKMT 
\ JI. Khatib Sulciiman No. 87 Telp. 0751~7057591 Ext. 190 

PA~R~TSA[1 ]n~EM~O~K~RA§lT:===~!~~~~~~~~~~~======= 
--~ 

PE:NDAPAT AKHIR 

FRAKSIPARTAIDEMOKRAT 
D!ALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

TERHADAP 

4 ( Empat ) RANCANGAN PERATURAN DAERAH 

:I PROVINS! SUMATERA BARAT 

\ TENTANG 

1. PEMBJNTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA 

LAIN (10RPRI, BAKORLUH dan KPID ) · 

2. PENGE~OLAAN SUMBER DAYA AIR . 

3. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK. 
! 

4. PERUBA.HAN KEDUA ATAS PERDA No.4 

TENT.ANG PAJAK DAERAH. 
I 
I 
I 

Tahun 2011 

! 

~=====c;:tf:::;i~:;:::==·=-~Jl~~'.-t 
I 

Assalamualaik*m WarahmatullahiWabarakatuh. 

Yth.Sdr.Guber~ur Provinsi Sumatera Barat. 
I 

Yth.Sdr.Pimpitjan dan Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat. 
I 

Yth.Sdr.Forum·, Koordinasi Pemerintah Daerah, Ketua Pengadilan 

Tinggi dan .Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Surnatera 

Barat. 
I 

Yth.Sdr.Kepala\BPK - RI Perwakilan Sumatera Barat 
I 

Yth.Sdr.Sekret~ris Daerah/ Staf Ahli/ Asisten/ Kepala Dinas/ 

Badan/Kep la Kantor Wilayah/ dan Lembaga lingkungan 

Provinsi Sumatera Barat. 

Yth.Sdr.Ketua artai Politik tingkat Sumatera Barat yang hadir. 

Yth.Sdr.Rekan ~ rekan wartawan media cetak dan elektronik serta 

undangan yang berbahagia. 

Yth.Bpk/Ibu/Sdr.Hadirin dan haclirat yang kami hormati. 



·'lb· j,r. 
~ 

l• 

Sdr.Pimpinan DPRD,Gubernur , Forum koordinasi Pemerintah 

Daerah serta hadirin dan hadirat yang kami muliakan. 

Dengan mengucapka.n Puji dan Syukur Kehadirat Allah S\NT, 

yang senantiasa telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya 

kepada kita ~emua Alhamdulillah telah dapat hadir pada Rapat 

Paripurna DfRD Provinsi Suniatera Barat, dalam rangka 

Pengambilan jKeputusan J 4(empat) Rancangan Peraturan Daerah 

Provinsi Sum~~era Barat terhadap: 
i 
:, 

I 

1. PEMBEN]TUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN 
i 

( KORPRJI, BAKORLUH dan KPID ) 
I 

2. PENGELbLAAN SUMBER DAYA AIR. 

3. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK. 
I 

4. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA No.4 Tahun 2011 TENTANG PAJAK 

DAERAH 

\ 

Shalawat I beriring Salam disampaikan untuk Junjungan kita 

Nabi Muhammad SAW dengan ucapan H Allah Humma Shalli Ala 

Saiyidina Muihammad, Waala Ali Muhammad " yang telah 
' 

mewariskan ujntuk kita pedomani yaitu Al Qur'an dan Sunnah 
I 

· Rasulullah se~agai petunjuk dalam kehidupan menuju keselamatan 

dunia dan akh~rat. 

Izinkan ;: kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-
1 

besarnya kep1ada Pimpinan Sidang yang telah memberikan 
I 

kesempatan kfpada kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir 
I 

Fraksi Partai J;)emokrat . · 
I 



: ' 

. Sdr.Pimpinari DPRD,Gubernur dan hadirin yang kami muliakan. · 

Setelah mendengar dan memperhatikan laporan komisi -

komisi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap 4(empat) 

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Fraksi 

Partai Demokrat menyampaikan apresiasi yang tulus kepada 

semua Anggota Komisi DPRD Provinsi Sumatera Barat, yang telah 

membahas secara mendalam keempat Ranperda tersebut namun 

Fraksi Partai Demokrat pada kesP-mpatan ini menyampaikan 

beberapa pendapat untuk n1enjadi bahan pertimbangan bagi kita 

semua dalam, mengambil keputusan terhadap Ranperda tersebut 

sebagai berik~t : 

i 

1. Pemb~ntukan Organisasi Tata Kerja Lembaga lain 

(KOR~RI,BAKORLUH dan KPID) 

a. F aksi Partai Demokrat berpendapat bahwa pengajuan 

R nperda ini dapat menimbulkan kerancuan dan 

ke~alahan pengertian terhadap Nomenklatur dan 

sJbstansi Perda ini karena masing-maing lembaga diatur 
i 
I 

depgan dasar peraturan yang berbeda yaitu 

a).i Keputusan Presiden No.82 tahun 1971,tentang Korps 
I 

Pegawai Republik Indonesia dan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri No.17 tahun 2009, tentang Pedornc111 

O~ganisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus 
I 

Kq>RPRI Provinsi dan Kabupaten / Kota. 

b). Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 tahun 2008, 

te tang Pedornan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Penyiaran Indonesia Daerah. 

c).! Undang-Undang No.16 tahun 2006, tentang Sistem 

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang 

m¢ngatur tugas tekhnis penyuluhan lingkup Pertanian. 



;'i,: . 

b. Fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa ketiga 

lembaga ini mempunyai tugas pokok dan fungsi y..=:t ng 
i 

be!rbeda secara operasional dan eselonaring yang 

beirbeda, maka perlu diatur dengan Perda yang berbeda 
! 

puJa, seperti dimaksud dalam Undang-Undang No.1 O 
I 

tatun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang 

-
1
undangan, yang menyebutkan beberapa asas-asas 
I 

pembentukan peraturan perundangan yang baik seperti 

asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, asas 

ke}embagaan atau organ yang tepat. 

2. Pengef olaan Sumber Daya Air. 

a. Ft'flksi Partai Dernokrat berpendapat air adalah elemen 

pehting dalarn kehidupan manusia oleh karena itu 

b. 

konservasi Sumber Daya Air harus menjadi 

pettimbangan utama dalam setiap kegiatan 
I 

peinbangunart yang dilakukan secara koorclinatiL 

partisipatif, terpadu, transparan dan berkelanjutan yang 

tidak akan merusak kwalitas dan kwantitas Sumber 
I 

da
1 

a air yang tersedia untuk memenuhi hidup manusia. 

Partai Demokrat berpendapat konservasi 

ber Daya· Air harus dilakukan melalui kegiatan 

semua sektor dan berwawasan lingkungan 
I 

unrtuk perlindungan dan pelestarian, pengelolaan, 

perigawetan dan pengendalian kwalitas air. 

c. Fr~ksi Partai Demokrat berpendapat ba11 \\',t 

kebutuhan lahan untuk pern bangunan harus 

m~mperhatikan tata ruang wilayah clan daerah yang 

betakibat beralihnya fungsi peruntuk lahan pertanian 

da~ hutan menjadi pemukirnan yang tidak 

memperhatikan berkurangnya kapasitas resapa.n air. 



d. Fr,ksi Partai Demokrat berpendapat bahwa Pemerin tah 

D~erah segera menetapkan Peraturan Gubernur, 

m~nsosialisasikan Perda ini dan berkooordinasi dengan 

Petnerintah Daerah Kabupaten dan Kota se-Suma.terct 

Barat untuk menghentikan perbuatan dan tindakcn1 

yapg merusak kwalitas Sumber Daya Air, dengan 
I 
I 

m1nstop pemberian izin terhadap semua kegiatan 

m4syarakat yang akan merusak seperti adanya kegiatan 

neka1 Logging, Ilegal Minning, izin bangunan diatas 

dahau Singkarak, Danau Maninjau dan sungai-sungai di 
I 
I 

Sujmatera Barat. 
! 
; 

e. Fr~ksi Partai Demokrat berpendapat untuk memelihan-1 

suhiber Daya Air secara terpadu meliputi dari hulu 

safupai kehilir lintas instansi. 
I 
I 

3. Perliniungan Perempuan dan. Anak. 

a. Fra~si. Partai D·emokrat berpendapat bahwa masyarakat 

Sum~tera Barat dalam kehidupan bermasyarakat diatur 
I 

oleh ! hukum 'adat Minangkabau yang Matriarchat 

menempatkan .. 
pos1s1 perempuan tertinggi dalan1 

masyarakat dan silsilah diatur atas garis keturunan ibu 

disebutkan " Bunda kanduang pemegang kunci nan toguoh 

talatak dalam biliak nan dalqm dijago Jo dipaliharo clek 

bundo kanduang " maka Perda tentang Perlindungnn 

Pere1puan dan anak adalah suatu hal yang amat penting. 

dan I segera Pemerintah Daerah menetapkan Perturan 

Gubtmur serta mensosialisasikan kepada masyaraka t. 

I 
I 

I 



b. Fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa hukum 

adat Minangkabau mengatur kedudukan anak "Anak 

dipangku kenianakan dibinibiang" sayang anak ctilacu ti 

sayang kampuang ditinggakan" maka anak da]am 
' 

masyarakat Minangkabau rnemerlukan perlindungan 
I 

dan pernbinaan anak secara menyeluruh serta 
I 

interdepe,dens.i antar semua sektor terutama terhadap 

a1ak - anak jalanan dan anak terlantar perlu dicarikan 

so usinya yang jelas konsisten berkesinam bungan 

se ingga tidak ada lagi anak - anak j alanan dan anak -

a ak terlantar. 

c. F~aksi Partai Demokrat berpendapat bahwa ura1an 
I 

pe!njelasan terhadap Perda ini sepertinya penjelasan dari 
I 

Un.dang Undang No. 23 tahun 2002, 

te1!tangPerlindungan anak dan Undang - Undang No.23 

tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalrnn 
! 

Rimah Tangga karena penjelasan tersebut 1nenyebutkan 

urldang-undang maka Fraksi Partai Demokrat 
! 
i 

berpendapat penjelasan tersebut diperbaiki dan 

di esuaikan dengan legalitas daerah. 

4. Perub han kedua Atas Perda No.4 tahun 2011,tentang 
Pajak. aerah. 

I 

a. Fr,ksi Partai Demokrat berpendapat bahwa Ranperda 
I 

yarg clisarnpaikan oleh Gubernur Sumatera Barat 
' I 

tal(lggal 1 7 Juni 2013 dengan pembahasan yang 
I 

rnindalam pada komisi-komisi dan memakai waktu yang 
I 

cu[kup larn.a, namun perubahan tersebut yang membuat 
I 

I 

pehomoran Bab VA kami berpendapat tidak dibuat 

dalam bentuk Bab.V A tetnp sebagai Bab V sedangkan 

bab selanjutnya sesuai dengan urutan Bab VI clan 

seterusnya, 



• b~gitu juga nomor pasil 30 A sampai 30 K dibuat sesuai 
I 
I . 

debgan uruta.n dan diteruskan dengan nomor berikutnya 

ag~r tidak menimbulkan keraguan dan kerancuan dalam 

membaca pasal-pasal Perda ini. 

b. F~ksi Parta:l Demokrat berpendapat bahwa pasal 73 

da:n 74 mengatur tentang bagi hasil pajak daerah maka 

Gubernur dalam menetapkan Peraturan Gubernur 

selt>agi petunjuk pelaksana Perda ini menyatakan sanksi 
' 

kepada daerah Kabupaten dan Kota apabila tidak 
I 

melaksanakan sesuai dengan Perda ini. 

Demikianlah beberapa pendapat Fraksi Partai · Demokrat 

DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap 4 (empat) Rancangan 
' ' 

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk menjadi bahan 
I 

pertimbangan dalam n1enetapkan Keputusan DPRD menjadi 

Peraturan Dae ah Provinsi Sumatera Barat. 

Sesuai d ngan pendapat Fraksi Partai Demokrat diatas dan 

selanjutnya 

kami Fraksi 

engan mengucapkan" Bismillahirrahmanirrahim" 

artai Demokrat menyatakan dapat menerima dan 

menyetujui 4 1 (empat ) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi 
I 

Sumatera Barat menjadi Peraturan Daerah Provinsi Surnat.era Ba rat. 

dengan harapan 1nemperhatikan pendapat kami tersebut. Atas 
! 

perhatian Bap+k clan ibu kami mengucapkan teritnakasih. 
I 

Billahi Taufik \f alhidayah,Wassalammualaikum.Wr.Wb 

Padang, 20 November 2013 
i FRAK:31 PARTAI DEMOKRAT 
DEWAN PER'.WAKILAN RAKYAT DAERAH J PROVINSI SUMATERA BARAT, · 

Wajil Ketua, Sekretaris, 

I 
I 

I "' 

LISWANDI.S.E. H.SUWIRPEN SUIB 



PENDAPAT AKHIR 

FRAKSIPARTAIHANURA , 

TERHADAP 4 (EMPAT) 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATF.RA 

BARAT TENTANG 

1. SOTK LEMBAGA LAIN 

2. PENGELOLAAN SUM BER DAYA AIR 

3. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 

4. PERUBAHAN ATAS PERDA No.4 TAHUN 2011 

TENTANG PAJAk DAERAH 

Disampaikan padc;1 rapat paripurna 

Harl Senln, 20 November 2013 
Dlbacakan oleh 

H. DEDY EDWARD, SE, MM 
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Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

Yth, 

• Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 

• Ketua, wakil ketua dan Anggota DPRD Provi,nsi Sumatera Barat. 

• Forkopimda , l<etua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama 

Provinsi Sumatera Barat. 

• Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Sadan, Dinas, Kantor 

dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 

• Kepala BPK RI Perwakllan Provins! Sumatera Barat. 

• Pimpinan BUMN / BUMD Provlnsi Sumatera Barat. 

• Rekan Wartawan, Undangan dan hadirin yang berbahagia. 

Sidang Dewan yang kami Hormati. 

Mengawali penyampaian Pendapat Akhir darl Fraksi Partai Hanura pada 

sidang yang terhormat ini, kami mengajak kita semua, bahwa marilah kita 

senantiasa memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, yang telah 

memberikan banyak berkah kenikmatan kepada kita bersama, d,m atas rahmat 

serta Ridho-Nya jugalah kita dapat berkumpul di gedung Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provins! Sumatera Barat pada hari ini, dalam rangka Rapat 

Paripurna DPRD Sumatera Barat untuk menyampaikan Pendapat . Akhir Fraksi 

Terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah tentang : 
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1. SOTK LEMBAGA LAIN 

2. PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 

3. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 

4. PERUBAHAN ATAS PERDA No.4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK 

DAERAH 

Selanjutnya Salawat terirlng Salam,. marilah senantiasa kita sampaikan 

salam Takzim dan Hormat berserta Kecintaan klta untuk junjungan kita Baginda 

Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW, dengan senantiasa mungucapkan 

Allahuma salli alla Muhammad, semoga kita semua selalu mendapatkan Syafaat 

Beliau di Yaumil akhir nanti. 

Saudara Gubernur, Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat serta hadirin yang 

kami muliakan : 

Setelah membaca, dan mencermati Penyampaian paparan 4 (empat) 

Ranperda yang disampaikan Gubernur Terhadap Rancangan Peraturan Daerah 

Provinsi Sumatera Barat tentang : 

1. SOTI< LEMBAGA LAIN . 

2. PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 

3. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 

4. PERUBAHAN ATAS PERDA No.4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK 

DAERAH 
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Bahwa pada dasarnya kami dari Fraksi Partai Hanura dapat memahami 

tentang maksud Ranperda tersebut. Namun untuk sempurnanya maksud dari 

Ranperda tersebut sebelum ditetapkan menjadi Peraturan daerah (perda), maka 

izinkanlah kami memberikan catatan dan menyumbangkan beberapa pemikiran 

pada kesempatan yang mulia ini sebagai berikut: 

I. RANPERDA TENTANG SOTK Lembaga Lain (Korpri, Bakorlu dan 

KPID) 

1. Kami Berharap Dengan Disyahkannya Pembentukan Organisasi Dan Tata 

Kerja Lembaga Lain Agar Masing - Masing Secretariat Satuan Kerja 

Perangkat Daerah Tersebut Dapat Menlngkatkan Pelayanan Kepada 

Masyarakat Terutama Penyuluhan Pada Petani, Perikanan Dan Perkebunan 

Serta Pelayan Pengawasan Terhadap Penyiaran Media Elektronik Dan Juga 

Meningkatkan SDM Dari Pada Korps PNS. 

2. Rancangan Perda tentang Pembentukan Organlsasi dan tata kerja Lembaga 

lain Prov. Sumbar mernuat pembentukan 3 (tiga) Organisasi yaitu 

Sekretariat Koprs Pegawai Republic Indonesia , Sekretariat Komisi 

Penyiaran Indonesia Daerah dan Sekretariat Badan l<oordinasi Penyuluh 

pertanian, Perikanan dan KehL1tanan pada prinsipnya dapat dijadikan 

sebagai Perda dengan didukung oleh peraturan Guberbernur sesuai dengan 

perundangan yang berlaku. 

3. Untuk Organisasi Sekretarlat Koprs Pegawai Republik Indonesia dan 

Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah telah ada peraturan 
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perundang - undangan yang mendukung dan diminta kepada gubernur 

untuk dapat menurunkan peraturan yang sesuai dengan peraturan dan 

perundangan yang berlaku yang dapat dijadikan dalam acuan 

pengimplemantasian perda ini nantinya. 

4. Khusus untuk Bakorlu dalam pelaksanaannya yang bersifat teknis cukup 

diatur dengan Peraturan Gubernur 

5. Kami menegaskan pada penempatan struktur organisasi bakorlu yang bakal 

dilahirkan, agar di isi oleh orang yang betul ahli di bidangnya masing­

masing sesuai keahlian yang dimiliki, dan jangan hanya berdasarkan pada 

azaz kedekatan saja, sehi11gga fungsl bakorlu dapat ditingkatkan dan 

memberikan konstribusi bagi pertanian. 
' 

6. Bakorlu di SUM BAR juga diharapkan dapat melakukan komunikasi intensif, 

terutama dengan kementrian teknis agar kegiatan penyuluhan di b1dang 

Pertanian , l<elautan Dan Perikanan Di Prov. SUMBAR , dapat di alokasi 

anggarannya dalam APBN. 

7. Bakorlu Sumbar, harus dapat menjalin komunlkasi efektif dengan lembaga 

yang sama di kabupatan / kota agar dalam melakukan tugasnya dijalankan 

dengan efektif, efisien dan Tidak hanya berdasarkan Ego Sektoral. 

8. Berkenan dengan semakln berkurangnya jumlah penyuluh di seluruh 

Indonesia termasuk di SUMBAR maka sudah perlu di upayakan untuk 

memperjuangkan penyuluh yang berstatus THR ( tenaga harian lepas) 

untuk menjadi PNS Atau Status Kontrak yang lebih Permanen. 

s 



II. PENGELOLAAN SUM BER DAYA AIR 

1. Kami berharap dalam pengelolaan sumber daya air ini harus dilakukan 

secara holistik mulai dari daerah hulu, tengah dan daerah hilir, namun 

karena terbatasnya kewenangan provlnsi terutama terkait daerah hulu . ( 

yang merupakan kewenangan kementrian kehutanan melalui L1PTnya di 

daerah,.maka pengelolaan sumber daya air perlu dibuatkan dalam bentuk 

kerja sama agar koordlnasi dan sinerglsitas antar lembaga, dinas dan 

instansi terkait dapat berperan serta dalam pengelolaan sumber daya air. 

2. Dalam menyusun perda ini harus sesuai dengan hirarki yang sudah ada, 

sehingga peraturannya tidak saling bertabrakan dan mengenyampingkan 
. . 

peraturan yang telah ada dalam hal yang sama {lex specialis drogat 

genera/is). 

3. Untuk menentukan ketersedian air dan juga kebutuhan air hendaknya perlu 

dibuatkan pola pengelolaan masing - masing wilayah sungai khususnya 

pada masing - masing pada daerah kab/kota. 

4. Dalam hal pengelolaan surnber daya air ini hendaknya tetap mengacu 

kepada upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem yang ada dengan 

mempedomani kepada kearifan lokal pada masing - masing daerah 

kab/kota. 

Ill. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 
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1. Kami dari Fraksi Partai Hanura berharap dengan ditetai)kannya ranperda ini 

menjadi menjadi perda dapat rnenurunkan angka kekerasan terhadap 

perempuan dan anak secara significant di prov. Sumbar. 

2. Untuk lebih efektifnya Perda ini maka sosialisasi maksimal kepada berbagai 

komponen masyarakat harus ditingkatkan melalui semua unsur lapisan 

masyarakat sehingga tujuan dari perda ini bisa tercapai denga maksimal. 

3. Mengingat kedudukan perempuan dan anak di Sumbar adalah sangat 

spesifik dalam budaya lokal mlnangkabau sebagalmana kita ketahui 

perempuan di minangkabau sangat dihormati kedudukannya sebagai 

Bundo Kanduang , maka perda inl juga harus memberikan nilai - nilai 

perlindungan sesuai dengan nilai · - nilai yang terkandung dalam adat 

istiadat dan budaya setempat. 

4. Khusus terhadap · status anak, yang menjadi bagian terpenting dalam 

kehidupan setiap manusia, maka dalam perda ini hendaknya perlindungan 

terhadap anak harus mendapat perhatian penting, dan lebih tegas, 

sehingga di wilayah Sumatera Barat kita tidak lagi mengenal adanya istilah 

anal< gelandangan. Karena itu perda ini dapat dijadikan sebagi payung 

hukum yang dapat meminimalisir angka kekerasan dan eksploitasi 

terhadap anak. 

5. Pemda harus konsisten terhadap pemberian anggaran kepada P2TP2A 

sebagai lembaga yang dltunjuk untllk melindungi kepentingan Perempuan 

dan anak. 

IV. PERUBAHAN ATAS PERDA No.4 TAHUN 2011 TENTANG 

PAJAK DAERAH 
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1. Kami berharap terhadap Perubahan Atas Perda No.4 Tahun 2011 Tentang 

Pajak Daerah ini, nantinya dapat memberikan konstribusi kepada daerah 

pada umummnya dan dapat pllla menigkatkan pelayanan kesehatan 

masyarakat melalui program - program dan kegiatan dinas kesehatan baik 

prov maupun kab/kota di lingkungan prov. Sumbar. 

2. Diharapkan nantinya perda ini bisa mengakomodir seriua pihak terutama 

untuk kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat serta dapat 

meningkatkan pembangunah sarana dan prasarana di sektor kesehatan. 

3. Untuk berhasilnya Perda lni perlu diakukan sosialisasi kepada Kab/kota 

dengan penyamaan persepsi, pemahaman dan lrnplementasinya, sehingga 

dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat SUM BAR. 

4. Dalarn pelaksanaannya, Perda inl perlu dimuat aturan teknis melalui 

Pergub. Setiap pelanggaran dalam pelaksanaan perda ini perlu diberikan 

sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah 

ditetapkan sehingga memberi efek jera bagi yang melanggarnya. 

5. Sumatera Barat telah menetapkan Perda kawasan tanpa rokok, tentunya 

agar tidak terjadl kontradlktif dengan perda perubahan atas perda no.4 

tahun 2011 tentang pajak daerah ( pajak Rokok), hendaknya perd~ ini dapat 

digunakan sebagai modal untuk meningkatkan tingkat kesehatan dan 

kesadaran masyarakat akan bahaya merokok c;ehingga ketergantungan dan 

kecanduan masyarakat terhadap rokok dapat berkurang. 

Saudara Gubernur dan hadirin ya11g kami hormatl : 
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Demikianlah pendapat akhir ini kaml sampaikan, dengan mengucapkan 

"Bismillahhirrohmanirrahim" kami dari Fraksi Parta1 Hanura menyatakan dapat 

menyetujui 4 (empat) Ranperda ini untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah 

Provinsi Sumatera Barat, dengan harapan usulan dan pernyataan yang telah kami 

kemukakan di atas dapat diakomodir sehingga peraturan daerah yang akan kita 

lahirkan dapat bermanfaat bagl masyarakat Sumatera Barat. 

Dengan disetujuinya 4 (empat) Ranperda menjadi Perda, berarti kita telah 

menambah payung hukum dalam menjalankan roda pemerintahan sebagaimana 

yang diamanatkan pada undang-undang dan sebagal upaya meningkatkan kualitas 

efisiensi pelayanan publik dan penlngkatan percepatan pembangunan daerah 

serta mewujudkan pemerintahan yang baik. 
I 

Semoga Allah Subhanahuwata'ala selalu memberikan kekuatan dan 

perlindungan kepada kita semua. 

Akhirnya kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan 

kekhilafan. Semoga Allah SWT mellndungi klta semua. Amin Ya Rabbal Alamin. 

WABILLAHI TAUFIG WALHIDAYAH, 

WASSALAMMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATU. 

KETUA 

Padang, 20 November 2013 

SEKRETARIS 
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. •. 

Ors. H. MARUS, MM 

PENASEHAT 

KETUA 

SEKRETARIS 

BENDAHARA 

: H. M. TAUHID 

H. SUNARNO GANI, SH 

: Ors. H. MARUS, MM 

: H. DEDY EDWARD, SE, MM 

: H. HASWAN, Bf: 

H. OEDY EDWARD, SE, MM 
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PENDAPAT ·AKHIR 
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL 

RANCAN&AN PRRATURAN DARRAH 
TEltHADAP : I 

1. PERUBAHAN KEDUA. ·. ATAS PERATURAN DAERAH 
SUMATERA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG 
PAJAK DAERAH 

2. RANPERDA TENTANG SOTK LEMBAGA LAIN (KORPRI, 
BAKORLU DAN KPID) 

3. RANPERDA TENT ANG SUMBER DA YA AIR 
4. RANPERDA TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN 

DANANAK 
Disampaikan : MUZLI M. NUR, S.Pd 

Padang/ RABU, 20 NOVEMBER 2013 

! . -:.~ - \~J t * ~'<.:r ..,.,__~ 
Assalamualaikum Wr.Wb 

> Yth. Saudara Gubernur Provinsi Sumatera Barat 
> Yth. Saudara wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat 
> Yth. Saudara Ketua,Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD 

Provinsi Sumatera Barat 
), Yth.Saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sumatera 

Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Bara~ dan Ketua 
Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat 

> Yth. Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat 
> Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Para Asisten, Kepala 

Dinas, Badan, Kantor, Sekretaris Dewan, Biro di Lingkungan 
Pemerintah Daerah Sumatera Barat, 

> Yth. Saudara Pimpinan Partai Politik, Pimpinan Organisasi Sosial 
K'=masyarakatan, Pimpinan BUMN dan Pimpinan BUMD Sumatera 
Barat, dan Wartawan Media Cetak Dan Elektronik beserta haclirin 
yang berbahagia. 

Mengawali Pendapat Akhir Fraksi ini marilah kita Panjatkan Puji Dan 

Syukur kehadirat Allah Swt, karena berkat limpahan Rahmat, Inayah dan 

hidayah-Nya jualah kita bersama-sama dapat hadir dalam Sidang 
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Paripurna yang terhormat ini, dalam keadaan sehat wal afiat dengan 

agenda Pengambilan keputusan terhadap 4 (empat) Ranperda. 

Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar 

Muhammad Saw yang telah memberikan arah dan tuntunannya kepada 

umat manusia untuk kebahagiaan di dunia dan diakhirat melalui Al-, 

Qur' an dan Sunnah Nya. 

Kami Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) selanjutnya 

mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Sidang yang telah 

memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat 

Akhir Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Sumatera Barat 

Terhadap: 

I. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 4 
Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah 

II. Ranperda Ten tang SOTK Lembaga Lain (Korpri,Bakorlu Dan KPID) 
III. Ranperda Tentang Sumber Daya Air 
IV. Ranperda Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak. 

Saudara Gubernur,Pimpinan dan Anggota Dewan serta Undangan yang 
kami M uliakan 

Dalam k¢i menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi ini izinkan kami 

mengurutnya satu persatu : 

I. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 4 
Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah 

Dalam kita membicarakan masalah pajak khususnya pajak daerah 

maka dapat kita simpulkan bahwa Pajak yang merupakan Iuran Rakyat 

Pada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat di paksakan) 

dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat 

di tunji.1kkan dan di gunakan untuk membayar pengeluaran umum. "Dapat 

di paksakan" mempunyai arti, apabila utang pajak tidak di bayar, utang 

tersebut di tagih dengan kekerasan, seperti surat paksa, sita, lelang dan 
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sandera. Dengan demikian, ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak 

adalah: 

1. Pajak di pungut berdasarkan Undang-Undang 

2. Jasa Timbal tidak di tunjukkan secara langsung 

3. Pajak dipungut oleh pemerirttah,baik pemerintah pusat maupun , 

pemerintah daerah. 

4. Dapat di paksakan (bersifat yuridis). 

Seclangkan Pajak Daerah adalah Pajak yang dikelolah oleh 

Pemerintah Daerah (baik pemerintah provinsi maupun pemerintah 

kabupaten atau Kata) dan hasilnya di pergunakan untuk membiayai 

pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD)". Bahwa dengan 

diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Sumatera 

Barat yang mengatur tentang Pajak Daerah, perlu disesuaikan dengan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dimaksud. 

Sehubungan dengan itu pulalah maka telah diundangkan Peraturan 

Daerah Nomor 4 tahun 2011 yang pada intinya baru memuat 3 (tiga) 

objek pajak daerah dan telah dilakukan perubahan pertama clengan 

rnenambahkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB) seperti 

yang sauc1ara gubernur sampaikan pada Nota Penjelasan tanggal 17 Juni 

2013 yang lalu. Dan pada perubahan kedua ini adanya upaya untuk 

menambahkan satu objek pajak lagi tentang Pajak Rokok. Secara Yuridis­

normatif, penambahan objek pajak daerah yanng diajukan dapat dilakukan 

oleh Pemerintah Provinsi sehingga menjadi Lima Objek Pajak (Pajak 

Kendarann Bermotor, Pajak Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor, 

Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Dan Pajak 

Rokok) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
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Saudara Gubernur,Pimpinan dan Anggota Dewan serta Undangan yang 
kami Muliakan 

Fraksi Partai Amartat Nasional (FPAN) setelah mendengar 

Penyampaian Gubernur tentang Nota Penjelasan beberapa waktu yang 
I 

lalu kami dapat memahami hal tersebut sebagai suatu kebutuhan APED 

Sumatera Barat yang sefap tahun selalu meningkat, maka tentu juga 

diperlukan sumber-sumber pemasukan baru dengan tujuan untuk 

kesejahteraan rakyat Sumatera Barat juga. Dengan ditambahkannya objek 

pajak daerah dalam peraturan daerah ini tentu disatu sisi akan menambah 

beban lagi bagi sebagian rakyat Sumatera Barat, tapi disatu sisi juga 

tertompang harapan supaya pelayanan kepada masyarakat dapat lebih 

ditingkatkan. 

Setelah memperhatikan secara keseluruhan Nata Penjelasan 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Daerah Propinsi Sumatera Barut Nomor 4 tahun 2011 Tentang Pajak 

Daerah m1 rnaka kami Fraksi Partai Amannt Nasional (FPAN) 

rnengharapkan kepada saudara gubernur membuat aturan tentang Teknis 

Pemungutan Pajak Rokok ini serta siapa yang ditugasi dalam hal ini, 

supaya kelak tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. 

Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) juga menyarankan dalam 

pembagian hasil pajak daerah ini kepada pemerintah kabupaten/kota 

harus adanya sebuah aturan yang tertulis dan dapat dijadikan acuan bagi 

pelaksana dilapangan. Sehingga 70% pembagian pajak rokok ini yang 

dialokasikan kepada kabupaten/kota di Sumatera Barat dapat 

direalisasikan dengan baik. 
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II. Rancangan Peraturan Daerah Tentang SOTK Lembaga Lain ( Korpri, 
Bakorluh, KPID) 

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 17 

tahun 2009 tentang Pedoman Dan Tata K,erja Sekretariat Dew2n 

Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Propinsi dan 

Kabupaten/Kota maka untuk meningkatkan optimalisasi pelaksanaan 

tugas pemberian dukungan telmis operasional dan administrasi terhadap 

Korpri Sumatera Barat maka kebutuhan akan sebuah Sekretariat, 

diperlukan pula sebuah organisasi yang mengatur tentang pelaksanaan 

teknis oµerasional dan teknis administratif. 

Maka kami Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) berpandangan 

bahwa untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia dalam 

meningkatkan Perjuangan, Pengabdian dan Kesetiaan kepada cita-cita 

Perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan RI berdasarkan Pancasila dan 

UUD 1945 yang bersifar Demokratis, Mandiri, Bebas, Aktif, Profesional, 

Netral,Produktif dan Bertanggungjawab yang keanggotaannya mayoritas 

anggotanya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan Organisasi 

Non Keclinasan yang melaksanakan Fungsi Kepemerintahan berclasarkan 

Keputusan Presiden Nomor : 82 tahun 1971 tentang Korps Pegawai 

Republik Indonesia, yang dalam hal ini Sekretariatnya dipimpin oleh 

Seorang Pejabat Eselon IIB, tentu dengan sebuah harapan Kelak Pegawai 

N(;geri di Sumatera Barat benar-benar menjadi Abdi Negara yang 

melayani masyarakat Sumate1·a Barat sebagaimana mestinya bukan 

sebaliknya malah minta dilayani oleh Rakyat. 

Selanjutnya ketentuan Undang-Undang Nomor : 16 tahun 2006 

tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Setelah 

kami menyimak dan merr.baca Nota Penjelasan Saudara Gubernur yang 
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disampaikan pada hari Selasa tanggal 10 Septer,1ber 2013 Mengenai 

Rancangan Peraturan Daerah tentang SOTK Lembaga Lain (Korpri, 

Bakorluh, KPID) serta memperhatikan situasi yang berkembang diikuti 

dengan aturan-aturan yang kurang mendukt1.ng tentang pembentukan 

Sekretariat Bakorluh ini maka kami Fraksi Partai Amanat Nasional 
I 

(FPAN) berpandangan bahwa saudara Gubernur segera membuat 

Peraturan Gubernur yang mengatur teknis pelaksanaan Badan Koordinasi 

dan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Perkebunan ini. Dalam arti kata 

Perda ini 1,,setujui tapi hal-hal yang mengatur tentang teknis 

pelaksanaannya harus dibuatkan peraturan Gubernurnya. 

Selanjutnya untuk pembentukan sekretariat Komisi peny1aran 

Indonesia Daerah diharapkan dapat dijadikan sarana untuk mengantisipasi 

pengawasan perkembangan teknologi kumunikasi dan informasi 

khususnya di bidang penyiaran di Sumatera Barat, keberadaan sekretariat 

ini hendaknya dapat mengoptimalkan peran KPID yang ada selama ini. 

Dilapangan selama ini masih kita temui media yang mempromosikan hal­

hal yang tidak etis atau berbau pornografi maupun informasi-informasi 

yang menyesatkan seperti tayangan-tayangan Sinetron di televisi 

Nasional sehingg3 hal seperti ini dapat menurunkan semangat 

Nasionalisme teiaama para Gencrasi muda kita, sementara disisi lain kita 

juga sedang membahas tentang Peraturan Daerah Perlindungan 

Perempuan dan anak. Berkenan dengan hal ini kami Fraksi Partai Amanat 

Nasional (FPAN) menaruh harapan yang besar kepada KPID kelak 

henda~rnya dapat menjalankan tugasnya memonitor siaran radio,televisi 

maupun media cetak sehingga siaran yang ditayangkan masih dalam 

koricl0r untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat. Terjadinya 

kebebasan pers seperti usaha penerbitan media yang bebas, perekrutan 

jurnalis yang tiJak profesional supaya dijadikan bahan pembahasan KPII) 

nan tin ya. 
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III. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolahan Sumber Daya 
Air 

Sumber Daya Air merupakan Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang 

memberikan manfaat untuk kesejahteraan manusia. Seperti tercantum 

dalam Pasal 33 Ayat 3 Undan6 -Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
, 

Tahun 1945, bahwa Sumber Daya Air dikuasai oleh Negara dan digunakan 

sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. .Air sampai saat ini 

merupakan Sumber Daya yang belum tergantikan dalam memberikan 

dukungan dan kehidupan bagi seluruh mahluk hidup. Sehingga 

keberadaannya harus dijadikan Prioritas utama dalam Pelestariannya, 

untuk memberikan kehidupan bagi seluruh mahluk hidup. 

Sebagai Landasan Sosiologis dikatakan Air merupakan Sumber Daya 

Alam yang mutlak diperlukan oleh manusia dan mahluk hidup lainnya, dan 

mempunyai arti serta peran penting dalam berbagai sektor kehidupan 

manusia. Air merupakan Sumber Daya yang memiliki sifat Multi Sektoral. 

Semakin berkembang dan maju tingkat penghidupan masyarakat semakin 

banyak air yang dibutuhkan, sedangkan jumlah air semakin lama semakin 

berkurang. Apabila pada mulanya air hanya digunakan untuk kebutuhan 

minum, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, irigasi, dan tranportasi. 

Dalam perkembangannya air juga digunakan dalam berbagai sektor 

kehidupan seperti lndustri, Jasa Pencucian dan kegiatan usaha lainnya. 

Berkenaan dengan hal tersebut perlu adanya pengembangan daerah 

pengaliran sungai/wilayah, sungai untuk pelayanan penyecliaan air 

masyarakat dan pengaturan, perencanaan, penggunaan 

pemanfaatannya di berbagai sektor. 

Dengan di Undangkannya Undang-Undang Nomor : 7 tahun 2004 

Tentang Sumber Daya Air yang mengantikan Undang-Undang Nomor : 11 

tahun 197 4 Ten tang Pengairan telah menetapkan bahwa sejalan dengan 
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Pasal 33 Ayat 3 Unclang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 Sumber Daya Air dikuasai oleh Negara dan dikuasai sebesar­

besarnya untuk kemakmuran rakyat secara adil. Atas penguasaan Sumber 

Daya Air tersebut, Negara menjamin setiap orang untuk mendapatkan 

pemenuhan air bagi kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari dan 
' 

melakukan pengaturan hak atas air. 

Selain itu, penguasaan Negara atas Sumber Daya Air 

diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan 

tetap mengakui clan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat 

beserta hak-hak ulayat sepanjang keberadaannya masih diakui, hidup dan 

sesuai dengan perkernbangan masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Hal ini seiring pula dengan diundangkannya Undang­

Unclang Nomor : 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka oleh 

karena itu tentu diperlukan suatu aturan di Sumatera Barat. Dalam 

pengelolahan Sumber daya air ada 3 komponen atau aktifitas yang sangat 

rnenunjang yaitu konservasi, pendayagunaan Sumber Daya air, clan 

pengendalian daya rusak air sementara dalam permasalahan dalam 

Pengelolahan Surnber Daya Air di Sumatera Barat pada Dasarnya meliputi 

3 (tiga) Aspek Utama yaitu: Kelebihan Air, Kekurangan Air, Pencemaran 

Air. 

Untuk itu kami dari Fraksi Partai Anamat Nasional mengharapkan 

keberadaan Peraturan Daerah ini nantinya dapat mengatasi persoalan­

persoalan yang tedadi selama ini! 

IV. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN 
PEREMPUAN DAN ANAK. 

Kami Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) memanc!ang bahvva 

fenomena Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia secara 

umum Ibarat Gunung Es. Bila ada satu kasus yang muncul ke permukaan, 
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maka yang tidak terungkap sesungguhnya berjumlah puluhan bahkan 

ratusan kasus. Hal tersebut dapat terjadi karena berbagai aspek. 

Terutama masih rendahnya kesadaran masyarakat pada Hak-haknya 

sebagaimana yang te~ah diatur oleh Undang-Undang. Inilah yang menjadi 

salahsatu pemikiran arti pentingnya Rancangan ~eraturan daerah ini. 

Salah satu Perlindungan dan Felayanan terhadap Anak dan 

Pernmpuan adalah adanya Jaminan Regulasi yrng jelas dan tegas. 

Pemerintah Daerah harus mampu memberikan jaminan dan perlindungan 

serta pelayanan yang prima terhadap anak-anak dan perempuan korban 

tindak kekerasan. Di tingkat nasional, kita sudah memiliki beragam 

Peraturan Perundang-undangan yang memberikan jaminan dan 

perlindungan terhadap anak-anak dan perempuan korban tindak 

kekerasan. Aturan Hukum ini harus diperkuat dan dilengkapi pada tingkat 

di daerah, yakni dalam bentuk Peraturan Daerah. Beragamnya Regulasi, 

baik ditingkat Pusat maupun Daerah diharapkan tidak hanya sekedar 

aturan Formalistik saja, tapi rcgulasi tersebut memiliki daya guna dan 

kekuatan yang Implementatif dan Produkt:if. 

Keberadaan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 1997 tentang 

Peradilan Peradilan Anak dan Undang- Undang Nomor : 23 tahun 2002 

merupakan dasar utama bagi Pemerintah terutama para Penegak Hukum 

dalam upaya memberikan Perlindungan terhadap Anak. Sebagaimana kita 

keLahui bersama akhir-akhir ti2.da hari tampa kekerasan terhadap anak 

kekerasan terhadap anak di nagari yang sangat berbudaya ini yang sangat 

terkenal dengan Falsafahnya Anak Dipangku Kamanakan Dibimbing. 

Nilai-nilai itu ternyata sudah jauh bergeser dalam kehidupan orang 

Sumatera Barat. Maka Para Penegak Hukum di Daerah ini untuk benar­

benar menerapkan Sangsi-sangsi yang tegas bagi Pelanggaran Terhadap 

Hak-hak anak ini, terutama sekali para pelaku eksploitasi anak di bidang 

ekonomi maupun eksploitasi anak di bidang sekBual. 
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Pada kesempatan ini juga kami Fraksi Partai Amanat Nasional 

menyampaikan kepada Penegak Hukum melalui Saudara Gubernur bahwa 

dalam hal Menangani KhasL.s-khasus Pelanggaran Hak-hak Anak Supaya 

Menerapkan Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2002 Apabila Anak 

sebagai Karban dan sebaliknya apabila Anak sebagai Pelaku maka 
I 

terapkanlah Undang-Undang Nomor : 3 tahun 1997 yang saat ini sudah 

cliperkuat pula dengan Undang-Undang Nomor : 11 tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Anak. 

Disamping itu pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap 

Hak-hak Anak kerap pula dilakukan para Penyelenggara Perlindungan 

Anak Itu Sendiri Seperti Oleh Penyenggal'a Pendidikan Terhadap Anak, 

Mohon saudara Gubernur mengumbil tindakan segera supaya ini tidak 

menjadi preseden dan kebiasaan yang merugikan kit<t semua kelak. 

Disisi lain perlakuan salah terhadap perempuan juga sering kita lihat 

terutama adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Persoalan yang 

ternyadi selama ini adalah dimana para perempuan minangkabau yang 

mengalami kekerasaan tersebut enggan melaporkan tindakan tersebut 

disebabkan faktor aib atau malu terungkapnya persoalan tersebut, 

akhirnya jadilah ia dalam belenggu penyiksaan yang berkepanjangan. 

Dengan adanya peraturan. Daerah ini hendaknya segala bentuk 

perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasar manusia 

terutama perempuan dan anak dalam berbagai bentuk pemanfaatan clan 

eksploitasi yang tidak berprikemanusiaan harus dapat dihentikan tampa 

kecuali. 

Dengan ditetapkannya nanti Peraturan Daerah tentang 

Perlindungan Perempuan dan Anak ini hendaknya .iangan hanya menjadi 

tambahan Literature Peraturan Daerah yang kita hasilkan, tetapi 

hendaknya dapat menjawab persoalan-persoalan yang selama ini Ibarat 

Fenomena Gunung Es tersebut, Peraturan Daerah inipun hendaknya dapat 
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menunjang Pemberlakuan Undang-Undang tentang hal tersebut yang 

sudah ada sebelumnya. 

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan serta Undangan yang 
kami Muliakan 

Setelah menyampaikan beberapa saran dan pendapat berdasarkan 

putusan Rapat Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) hari Selasa tanggal 

19 November 2013 maka dengan mengucapkan 

Bismil.lahirrahmannirrahim" kami Fraksi Partai Amanat Nasional dengan 

ini menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang : Perubahan Kedua Atas. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 

4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Ranperda Tentang SOTK Lembaga 

Lain (Korpri,Bakorlu dan KPID), Ranperda tentang Sumber Daya Air, dan 

Ranperda Tentang Perlindungari Perempuan Dan Anak 

Untuk ditetapkan sebagai Pereturan Dserah Provinsi Sumatera Barat 

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Amanat Nasional ini 

disampaikan jika ada salah dan janggalnya kami mohon maaf, 

wabillahitaufiq walhidayah, wassalamualaikum Wr,Wb 

KETUA 
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